PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI
DALAM MASA IDDAH
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA
MALANG)

SKRIPSI

Liza Wahyuninto
04210098

AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI
DALAM MASA IDDAH
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA
MALANG)

SKRIPSI

Liza Wahyuninto
04210098

AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



HALAMAN PERSETUJUAN
PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DALAM MASA IDD AH
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)

SKRIPSI

Oleh :
Liza Wahyuninto
NIM 04210098

Telah diperiksa dan Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
NIP. 1959 0423 1986 032 003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Zaenul Mahmudi, M. A
NIP. 1973 0603 1999 031 001



HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguiji skripsi saudara Liza Wahyuninto, NO&210098, mahasiswa

Fakultas Syariah angkatan tahun 2004, dengan judul

PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DALAM MASA IDD AH
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai B+

Dewan Penguiji:

1

Dr. Umi Sumbulah, M. Ag (

NIP. 1971 0826 1998 032 002 Penguji Utama
2

Drs. Noer Yasin, M. HI (

NIP. 1961 1118 2000 031 001 Ketua Penguiji
3

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag (

NIP. 1959 0423 1986 032 003 Sekretaris Penguiji

Mengetahui dan Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Mada

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
NIP. 1959 0423 1986 032 003




PERETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Liza Wahyuoniitv 04210098,
mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Shakhshiyyah Fakufigariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, seteftabmbaca, mengamati
kembali berbagai data yang ada di dalamnya, damaoneksi, maka skirpsi yang
bersangkutan, dengan judul :

PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DALAM MASA IDD AH
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah udtsétujui dan diajukan pada
Sidang Majelis Penguiji Skripsi.

Malang, 01 Oktober 2010
Pembimbing,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
NIP. 1959 0423 1986 032 003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,
Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadgerpkeangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DALAM MASA IDD AH
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusudisebukan duplikat atau
memindah data milik orang lain. Jika kemudian kentbukti bahwa skripsi ini ada
kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, se@sellruhan atau sebagian,
maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh leamga otomatis batal demi
hukum.

Malang, 01 Oktober 2010
Penulis,

Liza Wahyuninto
NIM : 04210098




PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada :

. Bapak/Ibu yang telah berjasa dalam segala hal dkpan ini dan tidak
pernah berhenti memberikan motivasi sampai sejanh penulis
melangkah.

. Adik-adik penulis; Ayu Puspita Sari, Efroni, TitaaKika Sari, dan
Cherien Aulia, terima kasih tidak pernah berhenéingingatkan ketika
penulis terjatuh atau dalam keterpurukan.

. Ibu Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku Dekan F#ks Syariah dan
Pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi inirinfi@ kasih Bu,
dengan Ibu, kesulitan-kesulitan dapat penulis lalui

. Gus/Ning LKP2M, terima kasih untuk forum-forum Kegi, di sanalah
penulis memulai semuanya.

. Sahabat/l PMII, Dulur-dulur Keluarga Alumni Mahagé Tebu Ireng
UIN Malang, Kawulo Warga Alumni Tebu Ireng Malarf8ampai saat ini
penulis masih santri, masih haus menimba ilmu agama

. Dan teman-teman semuanya yang tidak bias pentligksn satu per satu
dalam halaman ini. Terima kasih, dan tetaplah nudérgahabat, teman,

dan kawan yang baik.



MOTTO

///

L@....;;J}i}““m\dl.adm 3] o ALY
Bus i

'Sesungguhnya apabila seseorang muslim menafkahkan harta untuk
keperluan keluarga, hanya berharap dapat memperoleh pahala maka
hal itu akan dicatat sebagai sedekah baginya"



KATA PENGANTAR

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha PengasinMatia Penyayang”

Alhamdulillah, segala pujian hanya bagi Allah, ydetah dan senantiasa
memberikan tenaga dann daya nalar dan piker, gSgdinkgami mampu
menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai symtatkk meraih gelar Sarjana
Hukum Islam (S1).

Shalawat beriring salam, semoga selalu tercuralideggada Tuan Kita,
Kekasih Kita, Nabi Besar Muhammad SAW, keluargdhabat, dan pengikut-
pengikutnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya kontrilblesxi berbagai pihak
yang telah banyak memberikan motivasi, dorongan pmnaupencerahan dari
berbagai pihak, oleh karenanya tak ada ucapan hggag untuk kami haturkan
selain ucapan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Suprayogo selaku Rektor Ursivas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. lbu Dr. Hj. Tutik Hamidah M. Ag selaku Dekan Faladt Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Mada dan
Pembimbing Penyusunan Skripsi ini.

3. Bapak Zainul Mahmudi, M. A, selaku Ketua JurusarAhival Al-
Shakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malikahim

Malang.



4. Dosen-dosen Fakultas Syariah, yang telah jatuh umangenulis
menimba ilmu dari mereka.
5. Keluarga Besar Penulis, Bapak/lbu, adik-adik, pénnan dan sepupu
penulis yang selalu memberikan motivasi meskipunjdeak jauh.
6. Gus/Ning LKP2M, sahabat/l PMII, Dulur-dulur Alumriiebuireng
Malang Raya, dan teman-teman serumpun dari pulzeraeg.
7. Semua pihak yang ikut membantu selesainya sknpsi i
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi anihjdari kata
sempurna, semua itu karena keterbatasan pengetalamaiketajaman analisis
yang penulis miliki. Oleh karena itu saran danikrigang konstruktif selalu
penulis harapkan demi perbaikan penelitian selaygut
Akhirnya, semoga amal bhakti mereka diterima oldlalA SWT dan
semoga mendapatkan balasan yang bertambah. Hgrapalis mudah-mudahan
karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pemyuskhususnya, dan para
pembaca pada umumnya, untuk dijadikan bahan petigan dalam

pengembangan hukum Islam kedepannya. Amin.

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL oot e e e e e e enaees i
HALAMAN PERSETUIUAN oot ii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI .o ee e ili
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..o, iv
PENGESAHAN SKRIPSI ..oeiiii et v
HALAMAN PERSEMBAHAN e Vi
1 I 1 N vii
KATA PENGANT T AR i viii
YA A B ] iX..

F T IR N G, X
BAB | PENDAHULUAN oottt e et e a et et et ea e e 1
A. Latar Belakang

B. Batasan Masalah...........c..oouiiuiiii i et e et e et e e 6
C. RUMUSAN MASaAlah ........ouiiniiiiii e e e 7
D U et B MY G e s e . Fote e mmmm et e e e e . O 7
E. Manfaat Penelitian ............oveuiiniieeeee e e ene e 8
Y= ) = T Y A =T 11 8
ZRNanfaalRiakiiSh. .. "0 =5 e SN A0 S SRS o 8
F. Sistematika Pembahasan...........coooiiiiiiiiee e 8
BAB Il KAJIAN PUST AKA e 11
A. Penelitian TerdahulU.............oouiiiii e 11
BRIC 2NN | U5 ST ) SNSRI N .. WS SSSSSSRSe— N 12
ISPengerianiddal,. . .o A 5 W T S I SN — N . ....... 12
2. Dasar HUKUM 1ddah .....oooeiie et 16
3..JeNiS-JeNiS [AAAN .......ccovniiiiiii e et 20
4. Hikmah Disyariatkannya [ddah ............occceiiiiiiiiiiiiiiiii e 29
5. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Masa Iddah......................c.coooos 34
C. Proses Penerimaan, Pemeriksaan, Putusan d&sdtelan Putusan Hak Iddah
FYUEI "W - 000000005000 HB00AE GBEBE -ar—mosA-ma6 2 A8 HsanAathnnaramananseaasnn- L - AT 40
BAB Il METODE PENELTIAN oo e e e 48
A, JENIS PENEIILIAN ... 48
B. Pendekatan Penelitian ........ccoooiiiiomeeee ettt reaaas 49
ST [a gl o T g B T - P 50
Q) Data PrimMer ..ot e 51
D) Data SEKUNUEL .....iiiii et e e eaa e 51
2. Metode Pengumpulan Data ...........coeueeiiiiiiniiiiiiiii e 51
A) WAWAINCAIA ....uiieeiiieiieii et eeememme ettt e e e e e ettt e e e e e e eeenbbaeeeeeeeees 51
D) DOKUMENTASI ... et e e nnn s 52

3. Metode Pengolahan Data ............cooeommmmmmmiiiiiiiiee e 53



Q) EItING oo 53

D) ClasSifYING ....ccoieeiiiii e 53
(o3 IV 4=1 11 111 o TP 54

(o ) AN =117 T PN 54
€) CONCIUAING oo eeeee s 54
4. Metode ANAIISIS DAtaA.........oovveuuiieeiiiiiie e 55
BAB IV PEMBAHASAN .ot e e 56
A. Problem dalam Masa lddah ... 56

B. Upaya Istri Menuntut Hak Masa Iddah ............cccoiiiiiiiii e 60

C. Penerimaan, Pemeriksaan, Putusan, dan Pelaksanamsan Hak lddah Istri 64

BAB MPENUREGRS. ... 6. B A K s W R 71
. esimpllanss. . 8- T RN = N 71
|25 SEIEN  co6oam0000000556066609006880008 000EEEEH0BEE006E 86038400 5 Aaa00aAA0E AaBoaoaaao0cdo. W - TR 73

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Pengadilan Agama (PA) Kota Malang banyak perayakasus perkawinan
khususnya dalam kasus penyelesaian nafkah iddamariai norma-norma dan
kaidah-kaidah yang ada dan mengatur masalah imahsullkesampingkan. Dan

hukum-hukum yang mengatur hal ini, sepertinya sudatak diindahkan



(dipedulikan) lagi. Walaupun ini hanya terjadi dit&-kota besar khususnya seperti

yang terjadi di Bandung, Jakarta, dan daerah keatiamhg.

Pada prinsipnya, perkawinan bertujuan untuk seldntup dan untuk
mencapai kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi susimi yang bersangkutan.
Sehingga Rasulullah melarang keras terjadinya p@ese antara suami istri, baik itu
dilakukan atas inisiatif pihak laki-laki (suami) opun pihak perempuan (istri).
Karena semua bentuk perceraian itu akan berdampakk bagi masing-masing
pihak. Suatu perceraian yang telah terjadi antasms istri secara yuridis memang
mereka itu masih mampunyai hak dan kewajiban aki&gaanya, terutama pada saat

si istri sedang menjalani masa iddah.

Iddah adalah waktu menunggu bagi mantan istri yefah diceraikan oleh
mantan suaminya, baik itu karena talak atau dikenaiya. Ataupun karena suaminya
meninggal dunia yang pada waktu tunggu itu mantatri ibelum boleh
melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki!l Sedangkan dalam figh
diartikan masa menunggu yang harus dijalani seamgagan istri — yang ditalak dan

ditinggal mati suaminya — sebelum ia dibolehkan ik@mkembal?

Pada saat iddah inilah antara kedua belah pihaky yalah mengadakan
perceraian, masing-masing masih mempunyai hak darajlban antara keduanya.

Bila suami melalaikan kewajibannya maka akan timbaftbagai permasalahan,

! Muhammad Daud Ali, (ttAsas-asas Hukum Islam Tentang Perkawjreet. 6, PT. Raja Grafindo,
Pustaka Pelajar, Jakarta. Hal. 125

2 Muhammad Bagir al-Habsyi (200Bigh Praktis (Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Bepat
para Ulama) Bandung : Mizan. Hal. 221



misalnya si anak putus sekolahnya, sehingga arrakbigt menjadi terlantar atau
bahkan menjadi gelandangan. Sedangkan mantany&stgandiri tidak menutup

kemungkinan akan terjerumus ke lembah hitam.

Masalah tidak berhenti di sini saja, semula kebaruistri tercukupi dengan
adanya suami, ketika bercerai di masyaarakat ldatsa pumumnya seorang mantan
suami melupakan kewajiban untuk ikut serta memberikafkah selama masa iddah.
Yang terjadi kemudian istri menjadingle parentyang harus mengurus dirinya

sendiri serta anak-anaknya.

Inilah fenomena-fenomena yang sering timbul daric@eian yang mana
suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istakdan anak pada masa
iddah. Setelah terjadi perceraian pada hakikatngaasni harus memberikan minimal
perumahan pada mantan istri dan anaknya. Inilaly gésebut dengan nafkah iddah.

Suami tidak lepas tanggung jawab terhadap tugasysuc

Berkenaan dengan kewajiban suami tersebut, dalamplasi Hukum Islam
pasal 18 ayat 1 menugaskan pada suami untuk iktanggung jawab penuh selama
masa iddah pada istri dan anaknya, pasal tersebdbufyi “Suami wajib
menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anakra@aatau mantan istrinya yang

masih dalam masa iddaf”.

Dari bunyi di atas sudah jelas bagi suami yanght@enceraikan istrinya

wajib untuk menyediakan tempat tinggal, ataupun bwahkan istrinya untuk

% Moh. Mahfud (1993Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalara Fiukum Indonesia
cet. |, Yogyakarta Press, Yogyakarta. Hal. 199



bertempat tinggal di rumahnya sampai batas masditlebis (berakhir). Bila suami
melalaikan kewajiban ini, maka istri dapat mengajulgugatannya ke Pengadilan

Agama.

Gugatan tersebut dapat diajukan bersama-sama sewstkit mengajukan
berkas gugatan atau dapat pula gugatan tersefukatiadi kemudian hari. Akan
tetapi kewajiban tersebut tidak dapat dibebank@a#ea mantan suami saja, misalnya
pada waktu terjadi perceraian tersebut yang diselmalkarena istri murtad atau
sebab-sebab lainnya yang menjadi sebab suamiwdplt menunaikan hak istri, dan
bila telah ada kemufakatan bersama atas putusaga&itn Agama tentang nafkah
anak tersebut, maka dapat pula nafkah si anakggjtary bersama antara keduanya

(suami-istri).

Ada beberapa hal yang selama ini kurang diperhatdah beberapa pihak
yang melakukan perceraian, di antaranya: baik swdau istri tetap berkewajiban
memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-neata lcepentingan anak, suami
bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaapeataiidikan yang diperlukan
anak. Bilamana suami dalam kenyataannya tidak daggebenuhi kewajiban itu,
maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikutikeériaya tersebut. Dan,
pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suamik untemberikan biaya

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajisamtantan istrf.

* R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (2004jtab Undang-Undang Hukum Perdatiakarta : PT. Pradnya
Paramita. Hal. 549-550



Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenangn dalenyelesaikan
masalah nafkah iddah. Namun untuk menyelesaikaalatasnasalah tersebut di atas
para pencari keadilan yang selalu agresif mengajuk@rmasalahannya ke
Pengadilan Agama. Bila tidak mendapatkan kejelatam kepastian hukum sudah
barang tentu pengajuan perkara haruslah sesuaiamlepgosedur yang telah

ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Dalam lalu lintas hukum, tidak semua masyarakat tdn mengerti hak dan
kewajiban hukum, termasuk di dalamnya adalah hak ldawvajiban hukum bagi
wanita (istri) yang menjalani masa iddah. Kenyatamtam masyarakat banyak
menunjukkan bahwa suami-istri langsung berpisahp&ntinggal sesaat setelah
terjadi perceraian atau bahkan suami-istri berpibadan jauh sebelum terjadi
perceraian, sehingga hak-hak dan kewajiban yarigait@n dengan masa iddah istri

sering terabaikan.

Padahal dalam pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nartaitun 1974 tentang
perkawinan, kelalaian atas suatu kewajiban dalakarmuperkawinan oleh salah satu
pihak memberikan hak kepada yang lain untuk dagatumtut di pengadilan. Maka
permasalahan ini perlu mendapatkan jawaban sejama proses peradilan atas hak-

hak istri dan problematikanya dalam masa iddah.

Pengadilan selaku badan tertinggi dalam agama Isfamg mengurusi
keberlangsungan rumah tangga, bertanggung jawathpertuk ikut andil mengurusi

masalah nafkah iddah suami terhadap istri dan anaknya. Pengadilan juga punya



tugas untuk memberikan pengertian berupa penyulkbpada masyarakat mengenai

aturan hukum yang belum mereka ketahui.

Bertitik tolak dari realitas yang ada ini penyusmerasa terpanggil untuk
membahas lebih mendalam tentang penyelesaian naf#ah. Dengan pembahasan
tersebut diharapkan akan mendapatkan suatu gamlaanawaban yang konkrit
dalam implikasi Pengadilan Agama dan Undang-Undkelgidupan masyarakat.
Peneliti mencoba mengangkat permasalahan ini mebgthn yang pantas untuk
diteliti dan dikaji secara mendalam, dengan judedoblematika Pemenuhan Hak-

Hak Istri dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama K ota Malang).
B. Batasan Masalah

Dalam sebuah penelitian mestinya diberikan batavasalah agar lebih
terfokus pada persoalan yang sedang diteMiembatasi masalah adalah
kegiatan melihat bagian demi bagian dan mesepapit ruang lingkupnya,
sehingga dapat dipahami betul-betul. Pembatasaralamasni bertujuan untuk
menetapkan batas-batas masalah dengan jdiasgg@ memungkinkan penemuan

faktor-faktor yang termasuk kedalam ruang lingkugsadah dan yang tidak.
Batasan materi yang akan dibahas oleh penelitahdakliputi :
1. Problematika yang sering muncul selama masa iddah.

2. Upaya-upaya yang dilakukan istri untuk menuntutiyakdalam masa iddabh.

® Husein Sayuti (1989)engantar Metodologi Risetlakarta: Fajar Agung. Hal. 28.



3. Proses penerimaan, pemeriksaan, putusan dan pedaksaputusan

sehubungan hak iddah bagi istri.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah bertitik tolak dari latar belakaegta ruang lingkup
permasalahan tersebut di atas maka masalah-magatah akan dibahas dalam

skripsi ini adalah :

1. Problematika apa saja yang sering muncul dalam rddaa?

2. Upaya apa saja yang dilakukan istri untuk menuhaknya dalam masa

iddah?

3. Bagaimana proses penerimaan, pemeriksaan, putusan pelaksanaan

putusan sehubungan hak iddah bagi istri?

D. Tujuan Pendlitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi problematika yang sering culrdalam masa iddah.

2. Untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan istntuk menuntut haknya

dalam masa iddah.

3. Untuk mencermati proses penerimaan, pemeriksaansgmu dan pelaksanaan

putusan sehubungan hak iddah bagi istri.



E. Manfaat Pendlitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mantsat kontribusi yang
besar dalam tataran teoritis dan praktis. Adapunfasa yang diharapkan dalam

penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikantrimrsi positif dalam

bidang hukum, khususnya hukum islam yang berkaitargan bahasan penelitian
yakni problematika dalam masa iddah. Peneliti m&milarapan besar bahwa
nantinya penelitian ini akan mampu memberikan kegh hukum, yang nantinya
penelitian ini bisa memberikan kontribusi pada bgl&eilmuan bagi kemajuan

dunia akademik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan infoiniepada masyarakat
pada umumnya dan para pembaca penelitian ini dzagaesumbangan pikiran dari
peneliti bagi kemajuan hukum islam yang hingga kmasih berkembang seirama

dengan perkembangan zaman.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca memahami isi penulisarsktgpsi ini maka

penulis menyusun sistematika sebagai berikut:



BAB | : Pendahuluanbab ini merupakarstarting pointdari penelitian ini
yang meliputi latar belakang masalah, batasan efasalmusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan siatéda pembahasan. Dalam bab ini
merupakan langkah awal untuk memberikan pemaharaatany permasalahan-
permasalahan khususnya tentang pemenuhan hak dalasa iddah. yang
dirumuskan dalam rumusan masalah, dengan menggunak#éode yang sesuai

dengan penelitian ini serta disusun dengan sisteangdng baik.

BAB Il : Kajian Pustaka,dalam bab ini akan diuraikan tinjauan umum
meliputi pengertian iddah, dasar hukum iddah,sj¢enmis iddah, batalnya iddah,
hikmah disyariatkannya iddah, dan hak serta kewajguami istri dalam masa iddah.
Selain itu, pada bab ini akan dipaparkan pula memgéukum acara perdata

pengadilan agama.

BAB Il : Metode Penelitian dalam bab ini akan ¢gppskan mengenai metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian initwyajenis penelitian, pendekatan
penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metgmagumpulan data, metode
pengolahan data, dan metode analisis data. Dalé®mnbdebih difokuskan kepada
langkah-langkah atau metodologi yang digunakan gdeheliti agar kemudian

penelitian ini terstruktur secara baik dan benar.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasadalam bab ini akan dipaparkan
tentang penyajian dan analisis data yang merupjakeatban dari rumusan masalah,

yaitu mengenai problem yang muncul dalam maséahidg@aya yang dilakukan oleh



istri untuk menuntut hak selama masa iddah, dasegr@penerimaan, pemeriksaan,

putusan dan pelaksanaan putusan sehubungan hakoddaistri.

BAB V : Penutup,dalam bab ini merupakamishing dari penelitian ini, pada
bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari pembahasaa bab-bab sebelumnya,
serta saran-saran penulis yang mungkin berguna lEmanfaat bagi ilmu

pengetahuan dan juga instansi yang terkait.
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BAB ||

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendlitian Terdahulu

Di antara peneliti yang pernah mengangkat hak dstiam masa iddah ini

adalah :

1. Abd. Salam (1994), skripsi Fakultas Hukum UnivasiBondowoso dengan

judul "Upaya Tuntutan Hak Istri Dalam Masa lddah BPengadilan Agama
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Bondowoso”. Fokus pada penelitian ini adalah sejmdna upaya yang
dilakukan istri dalam gugatannya menuntut hak dalamasa iddah.

Temuannya adalah hak-hak yang dapat dituntut cliehselama masa iddah
di antaranya; hak memperoleh nafkah, hak mendapaédapat tinggal, hak
mendapatkan pakaian, hak mendapatkan mut’ah, daortiak mendapatkan

perlindungan suami.

. Khurul Aini (2007), skripsi Fakultas Syariah SeKol&inggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Salatiga dengan judul "Kewajiban Kk lddah Suami
Kepada Istri Yang Telah Dicerai (Studi TerhadapuBan Pengadilan Agama
Salatiga No. 394/pdt.G/2005/PA.SAL)". Karena petreghi ini adalah studi
terhadap putusan maka di antara temuannya adabaisef iddah menurut
hukum Islam dan perundang-undangan, Seorang Hakingdeilan Agama
dalam mengambil keputusan-keputusan atau penetagdkah iddah
mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkata gadang terbuka

untuk umum.

Per samaan dan Per bedaan

Letak persamaan penelitian ini dengan kedua p&relijang ada di atas
adalah, penelitian ini sama-sama membahas mengehkanak istri dalam
masa iddah. Abd. Salam lebih condong mengkaji ugahg dilakukan oleh
istri dalam memenuhi hak. Dan, Khurul Aini lebih mité&kberatkan pada

status putusan perkara iddah. Sementara penehiidebih difokuskan pada

12



pencarian problem dan faktor-faktor yang melatatkeshgi terhambatnya

pemenuhan hak nafkah iddah bagi istri.
B. Iddah
1. Pengertian Iddah

Iddah adalah sebuah kewajiban yang harus dijalehi georang istri setelah
terjadinya perceraian, hal ini berlandaskan al-@urHadis, dan consensus uldina.
Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan iddzdam beberapa kitab,
penyebutan ballldah,ada yang memakai~!l <L dansasll b,

Menurut Abu Bakar al-Dimyati,kataiddah diambil dariadad, karena iddah
meliputi hitungan bulan dan masa suci pada umukgaon iddah segi bahasa isim
masdar bagixc! sedangkan masdarnya adalakic! . Abdurrahman al-Jazii
berpendapat bahwa kata termasukclw _2as dari lafadza= dengan artjzasl®.
Sedangkan~all ,»as adalahXe. Iddahsecara bahasa adalah hari-hari haid seorang
perempuan atau hari-hari sucinya.

Sedangkan secara terminologi artddah yang diartikulasikan oleh

Abdurrahman al-Jaziri adalah masa penantian seorgegempuan untuk

® Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyatilanah al-Tholibin,Juz 4.(Libanon: Beirut, Darl al-Fikr.
2002) : 45. Ada yang memakguru’ bukan suci, lihat : Tahdzibul Lughat Maktabah Si¥am
http://www.alwarrag.com 1: 13

" Ibid.

8 Abdurrahman al-Jaziritabu al-Figih ala al-Mazhahibu al-ArbaJuz 04. (Libanon: Beirut, Darl
Kutub al-limiyah. 2003) ,.: 451 lihat: Sayyid satpbfighussunnah, diterjemahkan Muhammad T,.ib,
Fikih Sunnah, jilid 8 (Bandung: Alma’arif, 1981),39. Dan lihat: Amir Syarifuddin Hukum
Perkawinan Islam di Indonesi@Jakarta: Prenada Media, 2007), : 303

° Kata tersebut mempunyai arti menghitung sebagainsantoh -l sl menghitung sesuatu. Lihat
Ahmad Warson MunawwirkKamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkdl¥pgyakarta: Pustaka
Progresif 2002), : 272
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menyelesaikan hari-hari tersebut tanpa adanya kadran. Bagi Abu Bakar al-
Dimyati iddah secara terminologiadalah masa dimana dijalani oleh seorang
perempuan untuk mengetahui bebas atau bersih rgaidari kehamilan atau karena
ibadah, dan berduka terhadap kematian suantthya.

Pendapat yang lain mengatakan Iddah secara teogisghasa menunggu bagi
perempuan untuk melakukan perkawinan setelah tey@adperceraian dengan
suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, denmguan untuk mengetahui
keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi sudmilenurut Muhammad Bagir Al-
Habsyi iddahadalah masa menunggu yang harus dijalani oleh sgaonantan isteri
yang ditalaq atau ditinggal mati oleh suaminya. eBeh ia dibolehkan menikah
kembali*?

Menurut Sayyid Sabiq bahwa iddah dalam istilah agadalah sebuah nama
bagi lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidaleh menikah setelah
meninggal suaminy&. Sedangkan H.S.A al-Hamdani mendefinisikan iddanune
syara’ adalah waktu menunggu dan larangan menilkeh &eorang perempuan
setelah ditinggal mati atau diceraikan oleh suamntfiy

Abdurrahman | Doi, memberikan pengertian iddahdengan “ suatu masa

penantian seorang perempuan sebelum kawin skeigilah kematian suaminya atau

9 Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyatp. Cit.,,.: 45. Sebagai salah satu penyebab diwajibkanya
iddah adalahitaabud, argumentasi ini dikeluarkan terhadap sesuatu yatak tbisa dirasionalkan
artinya, baik itu berupa aspek ibadah maupun laidygumentative ini dijelaskan juga dalam kitab
tersebut dengan ,.aman yang sama.lihat juga Sya#sfih Abu, Membangun Rumah Tangga
Sakinah(Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008) : 150

" Harun NasutionEnsiklopedi Islam(Jakarta: letar Van Hoeve, 1999), 144.

2 Muhammad Bagir Al-Habsyi, FigiRraktis menurut Alquran, Assunnah dan Pendapat Rieama
(Bandung: Mizan, 2002), 221

13 sayyid Sabig, Op Cit, 140

14 H.S.A. HamdaniRisalah Nikah (Bandung: Pustaka Imani, 1989),251
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bercerai darinya’® Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah ZuRili
mengatakan iddah adalah masa yang telah ditentulah syari'at untuk
menghabiskan bekas dari pernikahan, dengan artiahwa pernikahan itu
mempunyai bekas yang berupa materi seperti kehamNgereka juga memakai
definisi yang lain yang berbunyi, masa penantiamgyaajib bagi seorang perempuan
ketika hilangnya pernikahan (perceraian) atau yaagyerupainya.

Ulama kalangan Maliki mengatakan bahwa iddah adalasa dimana dilarang
melakukan pernikahan, hal ini disebabkan tertalaksgorang perempuan atau
matinya suami atau rusaknya pernikahan. Kalangaafiiggh mengartikan iddah
dengan masa penantian seorang perempuan untuk talemgeersih rahimnya, atau
karena ibadah atau karena berduka atas suaminya.

Sedangkan kalangan Hanabilah mendefinisakan desg@erhana yaitu masa
penantian yang ditentukan syatd’Kalangan ini dalam menafsirkan makna iddah,
tidak menyebutkan tujuan dari ditetapkannya idd&®dangkan para ulama’
Hanafiyah, Malikiyah dan Syafiiyah dalam menafainkmakna iddah secara syar’i
memberikan tujuan dari penetapan iddah yaitu giketanya dalam waktu tertentu
untuk mengetahui hamil atau tidaknya seorang jséeau untuk berbela sungkawa

atas kematian suami, atau ibadah.

5 Abdurrahman | DoiPerkawinan dalam Syari‘at Islagdakarta Renika Cipta, cet. 1,)1992, 3
%wahbah Zzuahailial-Figh al-Islami wa Adilltihi, (Libanon: Beirut, Darl Fikr. 2006. ,.: 7166, lihat
juga, Abdurrahman al-Jazikitabu al-Figh ala al-Madhahibul al-Arbajuz 4. (Libanon: Beirut, Darl
Kutub al-llmiyah, 2003), : 451

7 |bid. 455
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Dari itu definisi yang dikemukankan oleh kalangarandbilah menurut
Abdurrahman al-Jaziri termasuk definisi yang palibggus® Wahbah Zuhaili
mempunyai argument bahwa iddah dapat didefinisdeargan lebih jelas yaitu masa
yang telah ditentukan Syari’ setelah perceraiamadia hal itu wajib bagi seorang
perempuan menunggu dalam masa tersebut tanpa apamykahan sehingga masa
penantian itu berkaHit

Dari Beberapa definisi di atas dapat diambil pemge bahwa iddah adalah
masa penantian bagi seorang perempuan yang ddiadaRinya, baik talak mati atau
hidup, dalam masa iddah perempuan tersebut tidééhbmelakukan perkawinan
sehingga masa penantiannya telah habis. Apabiléauwang ditentukan sudah habis

maka perempuan tersebut boleh menikah lagi deradauhaki lain.

2. Dasar Hukum Iddah

Iddah merupakan kewajiban yang diatur oleh syaerhadap orang
perempuan. Adapun dasarnya al-Quran, Hadist, damakl Ini dipaparkan
sebagaimana berikut:

Seorang istri yang ditalak oleh suaminya tidak serharus menjalani iddah

sebagaimana penjelasan dalam surat al-Ahzab, @ydt Bawah ini

i z
Yo g;/

-7 A 8 -7 £ i «* 24292 P . = 837 8 oo T 9 Ae -
. 1 - o, 2N - e A2 . ~ -7, -

P
z - -2 A - ] A z 2 _-
N ~ _ - @ }w//‘“ "w/~ _- u:‘)..“w Ed < -

8 Abdurrahman al-JazirQp. Cit,.453-455
"Wahbah ZuahailQp. Cit,.7166
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Artinya : “Hail orang-orang yang beriman, apabila kar menikahi
perempuan- perempuan yang beriman, Kemudian kanraikee
mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekaliisedalt wajib

atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyemagannya”.

Inti dari pemahaman ayat tersebut bahwa seorang petum disenggama
tidak wajib iddatf’ Ayat di atas menjadi sebuah dasar bahwa salahvsstbnya
iddah karena adanya hubungan intim antara keduzhlbghak. Penjelasan ayat
tersebut diperjelas lagi oleh al-Anshori yakni géagan tentang hubungan intim yang
dilakukan dengan penjelasan sebagai berikut.

Hubungan intim yang mewajibkan iddah adalah bidakdkan dengan cara
subhat, memasukan sperma suami, maupun hubungam tetsebut dilakukan
dengan menyenggamai jalan belakahg.

Di samping itu ayat di atas mempunyai faidah sebpgaghusus dari perintah

Allah yang bersifat umum yaitu mewajibkan iddah ibagtiap perempuan yang

ditalak.
G413 G i ol 38 425 wﬁ;;b‘ el il
301005 5 a5 5T 2 5 80, F ) e

% Lihat juga Ahmad al-Shawi al-MalikHasyiyah al-Allamah al-Shawi ala Tafsiri al-Jalatgjuz 04.
(Libanon: al-Baqok. Darl Ibn Ubud tt), ,.: 279

L Abi Yahya Zakariya Al-AnshoriFathu al-Wahab(Libanon: Beirut, Darl al-Fikr, 1994)

.. 126. Penjelasan tentang memasukan sperma tadpaya hubungan intim langsung tetap
mewajibkan iddah. Menurut pendapat pengarang kitaddalah sama dengan senggama, bahkan cara
tersebut lebih didahulukan karena lebih mendekagiata proses terjadinya janin, dpada sekedar
senggama.
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Artinya : “Perempuan-perempuan yang ditalak handakimenahan
diri (menunggu) tiga kali qurd? tidak boleh mereka menyembunyikan
apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereberiman
kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminyarhiak
merujukinya dalam masa menanti itu, jika merekargpauami)
menghendaki ishlah. Dan para perempuan mempuny& yeng
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yangumakan tetapi
para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihanpdata isteriny&:
dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksandal-Bagarah, 228)

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang yang ditalakrushanenjalani iddah
dengan tiga kali suéf Ayat ini juga menjelaskan bahwa seorang yang nanta
istrinya dapat merujuk kembali selagi masa iddaiggatri belum selesai. Ayat ini
juga menunjukan bahwa aktifitas iddah terjadi sétekterjadinya perceraian.
Pemahaman ini terjadi ketika ayat ini dikorelasrallangan ayat sebelumnya yaitu:

ple e A1) 8 5k 1530 O
Artinya : “ (Jika kalian bermaksud talak, maka sesungguhnyahAdlzat yang

mendengar dan mengetahui)”.

Q.S. al-Bagarah: 234

2 Quru' dapat diartikan Suci atau haid. Namun menurut KBydibi Yahya Zakariya al-Anshori,
bahwa kata@Quru, menunjukan arti hakikat dalam arti suci, menunjuithmajaz dalam arti haid. Abi
Yahya Zakariya Al-AnshoyOp. Cit,.126

23 Ini disebabkan Karena suami bertanggung jawdtatap keselamatan dan kesejahteraan rumah
tangga (lihat surat An Nisaa' ayat 34).

4 Maksud suci di atas adalah suci di antara duahiséd, atau diantara haid dan nifas atau dua nifas
ini berdasarkan pemahaman yang diambil dari firaiéah Surat al-T,.aq, T G sk, Lihat Abi
Yahya Zakariya Al-AnshoriOp. Cit,.126
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Artinya : “Orang-orang yang meninggal dunia diangamu dengan
meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itujnenangguhkan
dirinya (beridah empat bulan sepuluh hari. Kemudigpabila telah
habis masa iddahnya, makatiada dosa bagimu (pailg weembiarkan
mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yangutpaAllah

mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Ayat ini sebagai dasar iddah bagi perempuan yarniggdal mati oleh

suaminya. Maka dia wajib melakukan iddah dengagkaempat bulan sepuluh hari.

Q.S. at-Thalaqg: 4
P ey y . ~ﬂ,¢/
U"‘a';’“j ‘_;J‘)J.@..Jé.:ub wmjiglﬁwwwlwwugﬂj
- P94 £ 5 e g & - //Gdﬁ/o’ > 7 - E gt £ P Sl /,é/c
(Dt o ope ol Jagrdl 5 a3 el G O gl T JEY I 25l

Artinya: “Dan perempuan-perempuan Yyang tidak haidagil

(menopause) di antara perempuan-perempuan jika kaagu-ragu

(tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalgdn bulan. Dan
begitu (pula) perempuan yang tidak haid lagi. Daerempuan
perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adakpai mereka
melahirkan kandungan, dan barang siapa yang bertéakepada Allah
niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalansamnya”

Isi dan subtansi yang terkandung dalam swatrdhalagayat 4 di atas, adalah

sebagai dasar terhadap pemberlakiudsiah bagi perempuan yang lanjut usia,
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sekaligus para ulamak mendasarkan ayat ini terhkeiggmtuan iddanya anak kecil,
yaitu tiga bulan.

Sedangkan dasar hukum iddah dalam Hadits yaitutshatdiri Bukhari dan
Muslim yang berbunyi :
1 Al Lo il 13y odd Oy e 06 Ly gl Al o L e s as o e g i
i 4 e G )
Artinya : “Ismail bin Mas'ud mengabarkan kepada &itia berkata:
diceritakan kepada kita oleh Bisyr bin Mufaddil,rketa : diceritkan oleh
Syu’bah, dari ‘Adi bin Tsabit, dari Abdullah bin ida dari Abi Mas’ud, Dari
Nabi saw. Beliau bersabda "Sesungguhnya apabilaecsasag muslim
menafkahkan harta untuk keperluan keluarga, hanyahdrap dapat
memperoleh pahala maka hal itu akan dicatat sebagdekah baginya".
Mengenai ijmak sebagai dasar wajibnya iddah ulagh@htsepakat, hanya
dalam tataran aplikatifnya mereka berbeda pendapat.
Adapun dasar hukum lddah dalam hukum perdata yaitu
Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentaalg ddn Kewajiban
Suami Istri pasal 34 :
a. Suami wajib melindungi istri dan memberi segalauaas keperluan hidup
berumah tangga sesuai kewajiban.
b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengaaikdiaiknya.

c. Jika suami atau istri melainkan kewajiban masingingadapat mengusulkan

gugatan ke pengadilan

> Wahbah ZuhailiQp. Cit,.7167
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Dari bunyi pasal di atas dapat diketahui bahwa kbasm seorang ayah dalam
memenuhi hak-hak anaknya. Hendaknya diberikan ubtaik semasa perkawinan
maupun sesudah perceraian dengan ibu dari anaklayaun itu merupakan bukti
dari peraturan yang kadang terhenti pada tataran tean harapan. Sedangkan
kehidupan anak yang akan menekan biaya adalabtesegsing tidak bisa ditawar.

Sehingga yang dibutuhkan adalah penanganan sdtai@rserius, sehingga
kesadaran hukum untuk melaksanakan peraturan &amghibutuhkan atau dengan
kata lain terbentuknya peraturan idenya efektibkghnaannya. Bagaimana nasibnya
anak yang lahir dari seorang ibu yang telah diselédn suaminya kalau pasal di atas
tidak terlaksana.

Selanjutnya atas dasar pasal 11 Undang-undang Nahuh 1974 tentang
perkawinan ditetapkan waktu tunggu sebagai berikut

Ayat (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawiganberlaku jangka
waktu tunggu. (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggrsebut ayat satu akan
diatur dalam peraturan pemerintah lebih lafjut.

Demikian pula pada Peraturan Pemerintah No. 9 tah@n5, tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahud f&wtang Perkawinan
mengatur waktu tunggu yang dituangkan pada balpadal 39.

Pada pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang Pdrkaw dalam

menentukan waktu tunggu sebagai berikut :

%6 Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan PeratBedaksanaan, cet. PT. Pradya Paramita,
Jakarta, 1987, him. 10
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Ayat (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinanbegrlaku waktu tunggu
atau iddah kecuali gobla ardhukhul dan perkawinarpytus bukan karena kematian
suami.

Demikian pula dalam pasal 154 dan pasal 155 Kowsiptukum Islam tentang

perkawinan, mengatur waktu iddah.

3. Jenis-Jenisiddah
Iddah sebagai ritual yang penegasannya sangat bejam al-Qur'an dan
hadis mempunyai banyak macam, yaitu:

1. lddah dengan memakagra’’

(haid atau suci)
2. lddah dengan memakai hitungan bulan.

3. Iddah dengan melahirkah.

?" Mengenai aqgra’ dalam masalah talak, terdapat éuafpiran, ada yang mengartikan suci ada pula
yang mengatakan haid. Katgru’ jamak dariagra’ memang secara etimologi mempunyai dua arti
antara suci dan haid. Imam ibnu jabir at-Thabarkdét@: ‘asal kata quru dalam bahasa Arab berarti
masa datangnya sesuatu yang menjadi kebiasaantaligdanya pada waktu yang telah dikenal dan
berakhirnya sesuatu yang telah dikenal itu padaiwging dikenal pula. Inilah yang menyebabkan
kata quru’ yang mempunyai makna ganda dalam lafadara haid dan suci. Pendapat inilah yang
didukung oleh sebagian ulama figh.lihat Muhammadiwbahman ar-Rifa’iTuntunan Haidh, Nifas
dan darah penyakit Tinjauan Figih dan me¢jskarta: Mustagim, 2003) 87. Menurut Hanafiyamd
Hanabilahagra’ mempunyai arti haid, karena bagi mereka bahwa #iaght mengetahui bersihnya
atau kosongnya rahim, ,. ini yang menjadi maksualgszlakuan iddah, Sesuatu yang menunjukan
terhadap bersihnya rahim adalah haid bukan sudiekaguga mendasarkan dengan al-qur'an surat
at,.ak65/4. Lihatal-figh Islamiy wa-adillatuhu,.: 7173 Mereka juga menguatkan dengan hadis nabi
yang berbunyigll g 2Ll s3Lall s, Lihat Nailul awthar,,.: 86. Sedangkan bagi Malikiyah dan Syafiiyah
agra’ diartikan suci, karena Allah menjadikan dalam hitungani>", menunjukan yang dihitung
adalah muzakar yaitu¢= bukano=:=, sebagimana firman Allah dalast,.aq 65/10 =i oa silkd,
Yakni pada masa iddanya. Ini dijadikan argumenh ateereka dengan haramnya talak pada waktu
haid, maka pembolehan talak sebagaimana ayat teystdlam keadaan suci. Dan juga asal déri
adalahg Wi ¥, jadi penjelasanya dalam keadaan suci darah itkubroul dalam rahim, sedangkan
ketika haid darah itu keluar dari rahim. Menurutilah Zuhaili dalam dua pertentangan tersebut, dia
lebih mengunggulkan pendapat pertama, dengan apesatapatnya sesuai dengan tujuan iddah. lihat
al-figh Islamiy wa-adillatuhu,,.: 7173. .lihat Imam Asy-syafi’i, dl-Umnf. Diterjemahkan ismail
Yakub, kitab induk (jakarta: CV Faizan, 1984),3Bhat juga Harun Nasutiorgnsiklopedia Islam.
(Jakarta: Ictar Van Hoeve, 1992), 422.

%8 Wahbah ZuhailyOp Cit,,.: 7172
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Dari pembagian macam iddah yang tiga di atas, sgoyang melakukan
iddah di bagi menjadi enam bagian. Yaitu, seoragrg@mpuan yang hamil, seorang
yang ditinggal mati suaminya, orang yang haid ydiecgraikan dalam kondisi masih
hidup sang suami, seorang yang tidak haid sebalhranak-anak atau sudah lanjut
usia sedangkan percerainya terjadi masih hidupasgoyang tidak haid dan ia tidak
mengerti penyebab tidak haidnya, dan seorang per@mygang suaminya hilang.

Iddah perempuan yang ditalak ada tiga macam, yagaquru’ bagi seorang
yang masih bisa haid, sampai melahirkan bagi pemampamil, dan tiga bulan bagi
perempuan lanjut usia, dan anak kétiMengenai umur seorang yang dianggap
lanjut usia ulama terjadi perbedaan pendapat sebaga yang dikutip oleh Zakariya
al-Anshori dalam salah satu karyanya, setidaknyatigé pendapat, pertama adalah
berumur 62, kedua 60, dan %D.

Namun pendapat yang dikemukan oleh Ibnu Taimiyaigydikutip oleh Said
Sabiqg, perempuan yang tidak haid lagi atau langia ttu berbeda-beda tergantung
pada fisik dan kejiwaan perempuan itu sendiri,Kidda batas yang disepakti.

Iddah dengan memakguru’. Ini mempunyai beberapa sebab sedangkan yang
paling penting ada tiga.

1) Perceraian pernihakan yang sah, sama saja seb&lntalipun tanpa adanya
talak. Iddah dalam peristiwa ini diwajibkan sebalult mengetahui bersihnya
rahim dan dari sesuatu yang bisa menjadi anak.

Syarat wajibnya melakukan iddah apabila peremptuateiah disetubuhi

29 |bid. 7172
%0 Abiy Yahya Zakariya al-AnsharQp. Cit,.127
%1 Syaid SabigQp Cit.,.: 211

23



2) Perceraian dalam pernikan yang dianggap rusakjkadam yang dianggap
rusak tersebut menurut putusan hakim. Syaratnya alalad adanya
persetubuhan pendapat ini dipawangi oleh Jumhiaotai selain Malikiyah.

3) Wathi’ dengan Subhat maksud syubhat adalah hubungan kelamin yang
berlangsung antara laki-laki dan perempuan yangktigtrikat dalam tali
perkawinan, namun pada waktu berlangsungnya huburgdamin itu
masing-masing meyakini bahwa yang digaulinya dalah pasanganya yang
sah. Kejadian ini tidak merusak perkawinan dengaams yang sah, hanya
saja perempuan yang telah melakukaathi’'subhattersebut harus menjalani
Iddah?? Ini banyak terjadi pada pasangan yang kembar. Beatinan iddah
bagi perempuan yang terkenathi’ subhatdi sini karena menempati posisi
akad hagigat, dalam langkah hati-hati. Diwajibkanya iddah dalaenigiiwa
ini termasuk dari kehati-hatian.

Iddah dengan memakai hitungan bulan. Ini ada dgséabaSatu bagian wajib
sebagai ganti dari haid sedangkan bagian yangwajib karena hitungan bulan itu
sendiri. lddah yang wajib sebagai ganti dari hatighn memakai hitungan bulan
adalah iddahnya anak kecil dan perempuan lanjat, ssita perempuan yang tidak
haid sama sekali setelah terjadinya talak.

Sebab wajibnya adalah talak, untuk mengetahui bekasetubuhan. Syarat
wajibnya ada dua, salah satunya anak kecil atgutlasia atau tidak pernah haid

sama sekali. Kedua persetubuhan.

%2 Amir Syarifuddin,Op Cit,,.: 308
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Mengenai iddah yang asli memakai hitungan bulanlaaddaiddah wafat.
Penyebab terjadinya adalah kematian. Ini bertuppenampakan kesusahan dengan
habisnya kenikamatan menikah. Sedangkan syaragikewaddah tersebut hanyalah
pernikahan yang sah.

Iddah hamil, hitunganya adalah masa mengandungieBah wajibnya iddah
adalah perceraian dan kematian. Ini bertujuan supdsk bercampur nasab seorang,
dengan kata yang lebih halus seorang laki-lakitidak boleh menyirami tanaman
orang lain. Menganai syarat wajibnya, adanya kelaamtu buah dari pernikahan
yang sah atau rusak, karena pernikahan yang rtisakenyebabkan iddaf Bagi
ulama Syafii dan Hanafi, iddah tidak diwajibkanhlap perempuan yang hamil
sebab zina.

Dalam masyarakat banyak terjadi kejadian seorangg ydicerai dengan
ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan handlab al-Qur’an telah dijelaskan
ketentuan iddah bagi perempuan yang ditinggal mhati iddah perempuan hamil

sebagiamana keterangan yang telah lampau. Proldpertisini terjadi perselisihan

3 Wahbah ZuhailiOp Cit.,.: 7175-7176. Mengenai perempuan yang hamil sekeatinahan apakah
wajib?. Ini masuk dalam kategori masalah debatealblkalangan pakar hukum Islam. Amir
Syarifuddin dalam bukunybBlukum Perkawinan Islam di Indonesi2azengan mengutip dari beberapa
pendapat yang dikemukakan oleh berbagai kalanganbag tida pendapaPertama,lmam Ahmad,
al-Hasan, dan an-Nakha'i, berpendapat bahwa per@mgu harus menjalanddah, sebagaimana
berlaku pada perempuan yang melakukan hubungamielsecarasyubhat.Dengan alasan bahwa
hubungan kelamin yang terjadi itu telah membuahikbit di rahim perempuan. Yang demikian harus
dibersihkan sebelum ia kawikedua:pendapat Abu Bakar, Umar, Ali kemudian diikuti odkFSyafii,
dan al-Tsawriy, bahwa perempuan tersebut tidakbwagnjalankan iddah. Argument mereka bahwa
pemberlakuan iddah untuk menjaga dari terjadinyacgmepuruan atau pembauran keturunan.
Sedangkan zina tidak menimbullkan hubungan nasab kdturunanKetiga: adalah pendapat yang
moderat. Ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Ahndadem satu riwayat bahwa seorang perempuan
tidak wajib melaksanakan iddah tapi ia harus meanjanistibra’ selama masa haid satu kali. Maksud
istibra’ disini adalah proses pembersihan rahim dari kemunagk adanya bibit laki-laki yang
tertinggal. Alasan tidak wajibnya iddah adalah gelmana pendapat yang dikemukakan oleh
kelompok kedua, sedangkan mestinya melakuktiora’ adalah mengikuti pendapat pertama. Lihat
Ibnu QudamahQp Cit.,.: 98. Lihat juga Amir Syrifuddi®p Cit.,.: 308-309
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pendapat dikalangan ulama. Menurut Syaid Sabiq émjatankan iddah dengan
melahirkan, walaupun jangka waktunya lebih sedikit iddah wafat* pendapat ini
sejalan dengan pendapat jumhur ulama yang dikighp &mir Syarifuddin.

Pendapat berbeda dengan pendapat di atas adagshuti&n oleh lbnu Abbas
dan diriwayatkan pula oleh Ali bin Ali Thalib yarigerpendapat bahwiadamnya
adalah iddah terpanjang antara empat bulan sef#dthdan melahirkan. Terdapat
pendapat bahwa Ibnu Abbas mencabut pendapatnymetagikuti jumhur ulam&

Dalam rumah tangga juga, tidak semua keluarga antarami istri
berhubungan badan, terdapat beberapa keluarga tyaalg sempat atau belum
berhubungan badan. Hal ini jika pernikahannya hbewakhir, maka posisi istri tidak
wajib melaksanakan iddah, dia tidak mempunyai mddah, sesuai dengan Al-
Qur’an surat Al-Ahzab ayat 49 yang telah diteramggada bagian sebelumnya.

Pada ayat tersebut sangat lugas dijelaskan bahwvanggisteri yang belum
dicampuri oleh suaminya tidak mempunyai kewajibanjaaniiddah.Malah posisi
seorang istri yang telah diceraikan walaupun betliisentuh, dia berhak atasut’ah
yang harus dilaksanakan oleh seorang suami yaaly teénceraikanya, demikianlah
pesan hukum yang termaktub dalam ayat tersebut.

Telah dibahas sebelumnya bahwa iddah itu ada tigeam. iddah dengan
memakaiquru’, iddah dengan memakai hitungan bulan, dan iddahlhami
Pertama iddah dengan memagfaru’. Ini mempunyai beberapa sebab sedangkan

yang paling penting ada tiga.

% Syaid SabigOp Cit.,.: 211
% |bnu Qudamahal-Mughniy,(Mesir: Cairo, Mathbaah al-Qahirah, 1969) ,.: 119
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4)

5)

6)

wajib

Perceraian pernihakan yang sah, sama saja seb&tntalipun tanpa adanya
talak. Iddah dalam peristiwa ini diwajibkan sebalult mengetahui bersihnya
rahim dan dari sesuatu yang bisa menjadi anak.
Syarat wajibnya melakukan iddah apabila perempuaieliah disetubuhi
Perceraian dalam pernikan yang dianggap rusakjkaéem yang dianggap
rusak tersebut menurut putusan hakim. Syaratnya alalad adanya
persetubuhan pendapat ini dipawangi oleh Jumhiamai selain Malikiyah.
Wathi’ dengan Subhat maksud syubhat adalah hubungan kelamin yang
berlangsung antara laki-laki dan perempuan yangktigtrikat dalam tali
perkawinan, namun pada waktu berlangsungnya huburggdamin itu
masing-masing meyakini bahwa yang digaulinya dalah pasanganya yang
sah. Kejadian ini tidak merusak perkawinan dengaams yang sah, hanya
saja perempuan yang telah melakukaathi’'subhattersebut harus menjalani
Iddah?® Ini banyak terjadi pada pasangan yang kembar. Beatinan iddah
bagi perempuan yang terkenathi’ subhatdi sini karena menempati posisi
akad hagigat, dalam langkah hati-hati. Diwajibkanya iddah dalaerigiiwa
ini termasuk dari kehati-hatian.

Kedua iddah dengan memakai hitungan bulan. Ini adabdggan. Satu bagian

sebagai ganti dari haid sedangkan bagian {mngvajib karena hitungan bulan

itu sendiri. Iddah yang wajib sebagai ganti dardldengan memakai hitungan bulan
adalah iddahnya anak kecil dan perempuan lanjat, ssita perempuan yang tidak

haid sama sekali setelah terjadinya talak.

% Amir Syarifuddin,Op Cit,,.: 308
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Sebab wajibnya adalah talak, untuk mengetahui bekasetubuhan. Syarat
wajibnya ada dua, salah satunya anak kecil atgutlasia atau tidak pernah haid
sama sekali. Kedua persetubuhan.

Mengenai iddah yang asli memakai hitungan bulanladdaddah wafat.
Penyebab terjadinya adalah kematian. Ini bertujpanampakan kesusahan dengan
habisnya kenikamatan menikah. Sedangkan syaragikewaddah tersebut hanyalah
pernikahan yang sah.

Ketiga Iddah hamil, hitunganya adalah masa mengandustyebab wajibnya
iddah adalah perceraian dan kematian. Ini bertugigraya tidak bercampur nasab
seorang, dengan kata yang lebih halus seorandalakitu tidak boleh menyirami
tanaman orang lain. Menganai syarat wajibnya, aaamhamilan itu buah dari
pernikahan yang sah atau rusak, karena pernikabag yusak itu menyebabkan
iddah.®” Bagi ulama Syafii dan Hanafi, iddah tidak diwafiokterhadap perempuan

yang hamil sebab zina.

3" Wahbah ZuhailiOp Cit.,.: 7175-7176. Mengenai perempuan yang hamil sekeatinahan apakah
wajib?. Ini masuk dalam kategori masalah debatealblkalangan pakar hukum Islam. Amir
Syarifuddin dalam bukunybBlukum Perkawinan Islam di Indonesi2azengan mengutip dari beberapa
pendapat yang dikemukakan oleh berbagai kalanganbag tida pendapaPertama,lmam Ahmad,
al-Hasan, dan an-Nakha'i, berpendapat bahwa per@mgu harus menjalanddah, sebagaimana
berlaku pada perempuan yang melakukan hubungamielsecarasyubhat.Dengan alasan bahwa
hubungan kelamin yang terjadi itu telah membuahikbit di rahim perempuan. Yang demikian harus
dibersihkan sebelum ia kawikedua:pendapat Abu Bakar, Umar, Ali kemudian diikuti odkFSyafii,
dan al-Tsawriy, bahwa perempuan tersebut tidakbwagnjalankan iddah. Argument mereka bahwa
pemberlakuan iddah untuk menjaga dari terjadinyacgmepuruan atau pembauran keturunan.
Sedangkan zina tidak menimbullkan hubungan nasab kdturunanKetiga: adalah pendapat yang
moderat. Ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Ahndadem satu riwayat bahwa seorang perempuan
tidak wajib melaksanakan iddah tapi ia harus meanjanistibra’ selama masa haid satu kali. Maksud
istibra’ disini adalah proses pembersihan rahim dari kemunagk adanya bibit laki-laki yang
tertinggal. Alasan tidak wajibnya iddah adalah gelmana pendapat yang dikemukakan oleh
kelompok kedua, sedangkan mestinya melakuktiora’ adalah mengikuti pendapat pertama. Lihat
Ibnu QudamahQp Cit.,.: 98. Lihat juga Amir Syrifuddi®p Cit.,.: 308-309
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Pendapat berbeda dengan pendapat di atas adatshutti&n oleh lbnu Abbas
dan diriwayatkan pula oleh Ali bin Ali Thalib yargerpendapat bahwiadahnya
adalah iddah terpanjang antara empat bulan sef#thdan melahirkan. Terdapat
pendapat bahwa Ibnu Abbas mencabut pendapatnyaetagikuti jumhur ulama®

4. Hikmah Disyariatkannya |ddah

Suatu keyakinan yang mesti menjadi pegangan unaa iglah ajaran Islam
yang termuat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah rakamp petunjuk Allah yang
harus menjadi pedoman bagi manusia khususnya kawstnnm dan muslimat demi
keselamatan hidupnya di dunia maupun di akhirat.

Berbeda hal dengan ajaran-ajaran yang pernah dikkanuAllah sebelumnya
dimana ajaran tersebut hanya diperuntukkan untuknkartentu.

Ajaran Islam tidak hanya berlaku untuk kelompokuateaum di dalam
masyarakat tertentu serta tidak pula terbatas paaa tertentu pula. Akan tetapi
ajaran Islam sejak diturunkan telah ditetapkan ga&bgegangan dari semua
kelompok dan kaum manusia pada berbagai tempatvdéitu sampai akhir masa
(zaman)**

Mengenai keberadaan hikmah yang terdapat dalamhlddama terjadi
perbedaan pendapat. Satu pendapat mengatakan lltahaermasuk masalah yang

murni ibadah tidak terdapat hikmah yang jelas. Sam berpendapat bahwa

% |bnu Qudamahal-Mughniy,(Mesir: Cairo, Mathbaah al-Qahirah, 1969) ,.: 119
39 Chuzaiman T. Yanggo dkkRroblematika Hukum Islam Kontemporeet. |, PT. Pustaka Firdaus,
Jakarta, 1994, him. 148
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pemberlakuan hukum Islam yang mudah terdapat dgaraPertama berhubungan
dengan ibadah, bagian ini membenarkan jika iddahasuk masalata’abbudi.

Kedua berhubungan dengan muamalah, ini mengharustanya hikmah
yang dapat dilogikakan yang mencocoki ihwal manutsa kemaslahatan bagi
mereka, bahwasanya ibadah dalam hukum Islam mepdaddoerapa hikmah yang
tampak dan rahasia-rahasia yang indah. pendapatiakedikemukakan oleh
Abdurrahman al-Jazif?’

Sejalan dengan yang diungkapkan al-Jaziri, Qaradaga berpendapat,
bahwa segala hukum yang ditetapkan oleh Allah ptestiapat hikmah yang
terkandung di dalamnya, Allah maha suci dari memhlsesuatu sewenang-wenang
dan sia-sid’ Hikmah juga terkadang nampak dan sangat jelasbikn diketahui
dengan penelitian biasa, juga sulit untuk dijangkabingga butuh penelitian ekstra
untuk menemukan hikmabh tersebut.

Sedangkan hikmah disyariatakanya iddah yang tdilaimuskan oleh para
ulama figih adalah:

1) Mengetahui bersihnnya rahim seorang perempuan, ggdintidak

tercampur antara keturunan seseorang dengan katuyamg lain.

2) Memberi kesempatan kepada suami isteri yang bérpiséuk kembali

membina hubungan rumah tangga, jika mereka menganiggl tersebut

baik.

0 Abdurrahman al-JazirQp. Cit,.465
“LYusuf al-QaradawiFigih Magasi Syariah, edisi Indonesi@akarta: Pustaka al-Kautsar, 2006),.: 18
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3) Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu untuk ngféempunkan
orang-orang arif mengkaji masalahnya, dan memherikanpo berfikir
panjang, jika tidak diberi kesempatan demikian, anaklak ubahnya
seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disushergar lagi dirusak.

4) Kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedumnrsusteri sama-
sama hidup lama dalam ikatan akadnya. Jika terfga$iuatu yang
mengharuskan putusnya ikatan tersebut, maka untwumadkan tetap
terjaganya kelanggengan tersebut harus diberi tetogloerapa saat
memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiaftfya.

5) Karena ibadah, yaitu mengikuti terhadap perintalatrAimana perintah
itu diperuntukan pada perempuan-perempuan yangmtrsl

Inilah beberapa hikmah yang terdapat dalam iddaly iggali oleh para pakar

hukum Islam. Secara sederhana hikmah dibalik pdathemn iddah adalah untuk
menjaga dan melindungi percampuran nasab atawketoy bertujuan murni ibadah,
semisal perempuan yang sudah tidak haid atau dipastidak akan mempunyai
keturunarf:* Namun menurut pendapat Abdul Mugshit GhoSaljahwa hikmah
yang terkandung dalam iddah hanyalah etik morall Ha sebagai hikmah
alternative’® dengan meninjau kecanggihan teknologi yang hargrmgah waktu

sesaat dapat mengetahui keadaan rahim seseorang.

2 Slamet Abidin, Aminudin, Op cit 138-139. Lihat aiigih Sunnah,.: 209
43 Op cit.Rawaiu al-Bayan, Tafsiru Ayati al-Ahkam Min al-Qaorjuz 01,

4 Syamsul Arifin AbuOp Cit,,.: 151

4> pPengasuh PP Zainul Huda Arjasa Sumenep Madura

“ Syirah 55/V/ Juli. Beredar Selasa 6 Nopember 2006
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Jika etik moral atau juga murni ibadah dijadiakaandiasan hikmah
pemberlakuan hukum iddah, maka walau dengan Kkettwrgg teknologi
bagaimanapun pemberlakuan iddah itu tetap aman.

Untuk lebih jelas dan lebih mendetailnya hikmahyaigatkannya iddah
tersebut maka dapat dikemukakan seperti di bawah in
1. Sebagai Pembersih Rahim

Ketegasan penisaban keturunan dalam Islam merupbkanyang amat
penting. Oleh karena itu segala ketentuan untukgimedari terjadinya kekacauan
nisab keturunan manusia ditetapkan di dalam ala@udan as-Sunnah dengan tegas.
Diantara ketentuan tersebut adalah larangan bagitavaintuk menikah dengan
beberapa orang pria dalam waktu yang bersamaan. ddamping itu untuk
menghilangkan keraguraguan tentang kesucian rakmempuan tersebut, sehingga
pada nantinya tidak ada lagi keragu-raguan tentmak yang dikandung oleh
perempuan itu apabila ia telah kawin lagi deng&nl&ki yang lain.

2. Kesempatan untuk berfikir

Iddah khususnya dalam talak ra’ji merupakan suahgdgang waktu yang
memungkinkan tentang hubungan mereka. Dalam mas@duoa belah pihak dapat
mengintropeksi diri masing-masing guna mengambighkah-langkah yang lebih
baik. Terutama bila mereka telah mempunyai putta-yyang membutuhkan kasih
sayang dan pendidikan yang baik dari orang tuafyBi8amping itu memberikan
kesempatan berfikir kembali dengan pikiran yangifesetelah mereka menghadapi
keadaan rumah tangga yang panas dan yang demiiah &ehingga mengakibatkan

perkawinan mereka putus. Kalau pikiran mereka tgdamh dan dingin diharapkan
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pada nantinya suami akan merujuk istri kembali lokegitu pula si istri tidak menolak
untuk rujuk dengan suaminya kembali. Sehingga pérken mereka dapat
diteruskan kembali.
3. Kesempatan untuk bersuka cita

Iddah khususnya dalam kasus cerai mati, adalah rdaga atau bela
sungkawa atas kematian suaminya. Cerai karenaimatierupakan musibah yang
berada di luar kekuasaan manusia untuk membendangdogtru itu mereka telah
berpisah secara lahiriyah akan tetapi dalam hububgéin mereka begitu akrab.38
Jadi apabila perceraian tersebut karena salahrgpereami istri meninggal dunia,
maka masa iddah itu adalah untuk menjaga agarnyanijangan timbul rasa tidak
senang dari pihak keluarga suami yang ditinggda Ipada waktu ini si istri
menerima lamaran ataupun ia melangsungkan perkawra: dengan laki-laki lain.
4. Kesempatan untuk rujuk

Apabila seorang istri dicerai karena talak yang anbekas suami tersebut
masih berhak untuk rujuk kepada bekas istrinya. aalasa iddah itu adalah untuk
berpikir kembali bagi suami untuk apakah ia akamik&i sebagai suami istri.
Apabila bekas suami berpendapat bahwa ia sanggmpayeng kehidupan rumah
tangganya kembali, maka ia boleh untuk merujuk kdmstrinya dalam masa iddah.
Sebaliknya apabila suami berpendapat bahwa tidaigkno melanjutkan kehidupan
rumah tangga kembali, ia harus melepas bekasyatsecara baik-baik dan jangan
menghalang-halangi bekas istrinya itu untuk kavanghn laki-laki lain.

Dengan demikian tampak dengan jelas bahwa iddamemiliki berbagai

keutamaan di berbagai aspek, yang mana masing-gnaampunyai hubungan yang
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tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan itu nd@atlah ditarik suatu

kesimpulan bahwa :

a.

5.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mdakaklah dapat mengubah
ketentuan dalam kasus-kasus yang sudah jelas didesawa dan ditetapkan oleh
al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun hanya dalam kasitisi syubhatdan zina
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapeindaatkan, sebab hukum
antara pria dan wanita dalam kasus ini hanya tegada masalah dukhul yang
menggunakan kesucian rahim.

Meskipun terdapat keyakinan bahwa rahim perempisam) @ersih dan di antara
mereka (suami istri) tidak mungkin rujuk kembalianmun tidaklah dapat
dibenarkan bagiperem tersebut (bekas istri) mekankgtentuan iddah yang sudah

ditentukan.

. Begitu pula sebaliknya tidaklah dapat dibenarkatukirmemperpanjang iddah

bagi istri yang dapat mengakibatkan penganiayaampuorayang mendatangkan

keuntungan baik bagi bekas suami ataupun bagi bstkias

Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Masa | ddah

Bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya,kbistri tersebut dicerai

hidup dari pihak si sumai ataukah si istri tersebeiang mengandung atau tidak.

Maka si istri tersebut wajib untuk menjalani maddah sebagaimana tercantum

dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat (1) ybadounyi: “Bagi seorang istri
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yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atdah, kecualigobla dukhul
dan perkawinan putus bukan karena kematian sumi”.

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat dipaharhwhasetiap istri yang
diceraikan suaminya diharuskan untuk menjalani maddah, yang lama waktunya
ditetapkan menurut keadaan istri yang diceraikan auami yang menceraikannya,
yakni apakah perceraian itu terjadi karena cerasgs pengadilan atau cerai karena
kematian. Setelah terjadinya perceraian berdasdrkkom perdata maupun hukum
syara’ si suami dibebankan untuk memberikan peram&epada pihak mantan istri.
Dan apabila si suami tidak memberikannya, baik pemumahan ataupun nafkah
kehidupan (uang belanja) maka si istri dapat mekgay masalah tersebut kepada
pengadilan agama. Mengajukan tuntutan perumaharpwiabiaya nafkah dapat
diajukan bersama-sama dengan permohonan ceraagan glla diajukan kemudian.

Kewajiban suami terhadap istri tersebut diatur maldandang-undang No. 1
1974 pasal 41 (c), yang berbunyi : “Pengadilan Agatapat mewajibkan kepada
mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan tanuntuk menentukan suatu
kewajiban bagi mantan suanif’.

Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islpasal 81 ayat (1 dan 2)
yang berbunyi :

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi isan cinak-anaknya atau

bekas istrinya yang masih dalam iddah.

4" Moh. Mahfud,Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalara Fiukum Indonesiacet. I,
Yogyakarta Press, Yogyakarta, 1993, him. 199
“8H. Arso Armojo,Hukum Perkawinan di Indonesieet. Ill, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, him. 59
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2. Tempat kediaman adalah tempat tinggall.

Berdasar pada pasal di atas dan dipertegas dalanpiksi Hukum Islam
menunjukkan bahwa perumahan masuk ke dalam katelgori bunyi pasal dan
hukum di atas untuk mewajibkan suami menyediakampée kediaman bagi istri
selama masa iddah atau tempat kediaman bagi igpatddialin artikan suami
memberikan rumah yang lain untuk ditempati istrikbselama pada masa iddah
ataupun setelahnya. Akan tetapi bila istri itu seryghng meninggalkan rumah yang
telah ditetapkan tanpa alasan yang pertanggungojama maka istri tersebut telah
dianggap nusyuz.

Adapun kewajiban lainnya bagi suami adalah memébarikiaya nafkah
selama masa iddah, sebagaimana yang terdapat gakah149 (sub a dan b) yang
berbunyi antara lain :

Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas swaiib :

a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istribg#l berupa uang atau
benda, kecuali bekas istri tersebut qobla audukhul

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekasé&ttma dalam iddah,
kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atausyuz dan dalam keadaan
tidak hamil

Apabila istri berkeinginan menuntut nafkah iddakgkan dapat dilaksanakan

berdasarkan pada pasal 86 ayat (1) Undang-undang fdbun 1989 yang berbunyi :

“9 Opcit. Moh. Mahfud, 199
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“Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafltaldan harta bersama
suami istri dapat diajukan bersama-sama dalam gngagrceraian ataupun sesudah
putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum t&tap”

Nafkah iddah ini merupakan hak istri pada masahdin kewajiban suami
pula untuk melaksanakannya. Akan tetapi dari tal@88 sampai 1995 masih relatif
kecil yang melaksanakannya. Hal ini dikarenakaryakriaktor, salah satunya adalah
pendidikan.

Mengenai jumlah nafkah iddah istri tersebut sangdatif. Bila terjadi
perselisihan mengenai jumlah, dapat dianjurkan ddrerikan pengarahan oleh
Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara musgbwdan kekeluargaan. Akan
tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam persnjumlah maka pengadilan agama
dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dekgraampuan suami dan tidak
memberatkannya, dan sebaliknya diberikan pada setglah pembacaan sighot
thalak di muka majelis hakim Pengadilan Agama.

Suami dapat untuk tidak melaksanakannya disebakkastri melalaikan
kewajibannya, atau sebab yang lainnya yaitu isengikhlaskan suami untuk tidak
melaksanakan kewajibannya.

Ini sesuai dengan pasal 80 ayat (4 dan 7) KompHagium Islam yang
berbunyi antara lain :

1. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung

a. Nafkah, kiswah, biaya perawatan, pengobatan bagden anak

% Moh. Mahfud, opcit. Hal, 160
*! |bid. hal, 199
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b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan diri, biayaypkatan istri dan anak
c. Biaya pendidikan bagi anak
2. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti terspldé ayat (4) huruf (a) dan

(b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin semapdeiri istrinya.

3. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajibanteyaadap dirinya

sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b

4. Kewajiban suami yang dimaksud ayat (5) gugur apasiti nusyu?’
Dari bunyi pasal tersebut di atas tampak jelas sdapat tidak melaksanakan
kewajiban yaitu :
1. Apabila si istri benar-benar telah mengikhlaskannya
2. Apabila si istri dalam keadaan nusyuz, maka akio&umnya hak istri pada
masa iddah gugur dengan sendirinya baik perkaselat dalam proses
pengadilan ataupun tidak.

Suatu yang telah diputuskan di Pengadilan Agamaskar dipatuhi dan
dijalankan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hilkdak dijalankan maka
Pengadilan Agama dapat menjatuhkan eksekusi kgphdk tersebut. Inipun apabila
pihak dirugikan mengadu kepada Pengadilan Agamaiyintang putusan yang
dilalaikan oleh pihak lain. Dalam mengeksekusi kihe@ng melalaikan putusan
majlis hakim tersebut, Pengadilan Agama dapat nilerstau meminta bantuan
kepada pihak kepolisian.

Perceraian yang terjadi karena si istri murtad at@langgar syara’ lainnya,

maka si istri tersebut tidak mempunyai hak untuknameut perumahan dan biaya

52 bid. hal, 199

38



nafkah. Ini berakibat si suami mempunyai kewajihamiuk memberi perumahan
ataupun nafkah belanja. Akan tetapi adapun sinsétimpunyai hak namun si suami
tidak wajib menunaikannya. Ini hanya berlaku padecgraian yang terjadi karena
mati atau setelah bercerai si suami meninggal diMenurut Azhar Basyir, suatu
perceraian yang terjadi karena kematian suaminyia it perceraian yang terjadi,
kemudian si suami meninggal dunia maka bekas ystrildlaklah dapat menuntut hak
kepada orang yang telah meninggal dunia. Tetapkahadapat diambil dengan
menyisihkan sebagian harta peninggalan si suangj yeeninggal tersebdt.

Jadi istri (perempuan) yang ditinggal mati suaminyaidak sepenuhnya dia
mendapat nafkah namun bila bekas suami tersebunggaikan harta yang cukup,
maka sesudah dibaginya harta si istri dan mendapatilispensasi dalam
mendapatkan bagiannya.

M. Tholib dalam masalah hak istri pada masa iddahmenjelaskan bahwa
perempuan beriddah mendapatkan hak kediaman (peampalan ia haruslah tetap
tinggal, di rumah suaminya habis masa iddahnya. $d@ami tidak berhak menyuruh
istrinya keluar rumah tersebut, sekalipun telabhjaalak atau perpisahan ketika tidak
di rumah suami, maka istri tetaplah wajib untukamgl ke rumah suaminya itu begitu
ia mengetahui bahwa telah jatuh talak ters&but.

Dalam tunjangan ini apabila tidak memuaskan dapatgajukan kembali

permohonan supaya penetapan ini hakim ditinjau leéimida kalanya jumlah

%3 Azhari Basyir,Hukum Perkawinan di Indonesieet. |, Yogyakarta, 1997, him. 77
** M. Thalib, Liku-liku Perkawinancet. I, P.D. Hidayat, Yogyakarta, 1986, him. 168
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tunjangan itu ditetapkan oleh kedua belah pihak désar mufakat, namun ada juga

jumlah tunjangan itu ditetapkan oleh hakim dengamimbangan dan keadaan suami.

C. PROSES PENERIMAAN, PEMERIKSAAN, PUTUSAN DAN

PELAKSANAAN PUTUSAN HAK IDDAH ISTRI

Pengadilan Agama merupakan lembaga kehakiman yangpomyai hak dan
kekuasaan untuk menerima memeriksa dan memutusékarp perdata khusus.
Sebenarnya sikap Pengadilan Agama terhadap bekas yang tidak menjalankan
kewajibannya pada masa iddah isteri tergantungbedas isteri itu sendiri apakah ia
mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agamaididu

Sebagaimana bunyi pasal 66 ayat (5) Undang-undand@ dhun 1984 antara
lain :

“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak,amafkteri dan harta

bersama suami istri dapat diajukan bersama-samajyderpermohonan cerai

talak ataupun ikrar talak diucapkarr®

Dari bunyi pasal tersebut di atas maka dapat Hifgngertian bahwa perkara
dapat diselesikan dan menjadi hak Pengadilan Agapakah perkara tersebut
dituntutkan di Pengadilan Agama.

Ini sejalan dengan pasal 77 ayat (5) Bab XII KoagilHukum Islam yang

berbunyi :

%5 Moh. Mahfud, dkk.Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalara Fiukum Indonesia
Ull Press, Yogyakarta, 1999, him. 159
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“Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masingsing dapat

mengajukan tuntutan di Pengadilan Agartfa”

Apabila suami tidak melaksanakan keputusan Peragadlgama tentang
keharusan membayar nafkah iddah, tetapi istri sngatelakannya maka Pengadilan
Agama tidak berhak menuntut kepada suami.

Pengadilan agama berusaha untuk mendamaikan Tenigtrig yang
memintakan atau menuntutkan kembali ke Pengadilgaama tentang bekas suami
tidak menjalankan kewajiban dapat dilihat.

Pada pasal 55 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yerbgryi antara lain :

“Tiap pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai s&sh diajukan suatu

permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang béwapertelah dipanggil

menurut ketentuan yang berlakd”

Bunyi pasal di atas memberikan pengertian bahwelatetiajukannya suatu
permohonan atau gugatan perkara bekas suami fkatal&ewajiban, maka
Pengadilan Agama akan memanggil para pihak untokntih keterangannya yang
berhubungan dengan pokok permasalahan perkarauerSetelah pemanggilan para
pihak Pengadilan Agama berusaha meramalkan parak.pibadi permasalahan
tentang suami yang tidak melakukan kewajiban tets€®ngadilan Agama dapat
menganjurkan kepada si suami untuk diselesaikaaraelamai dan kekeluargaan.

Mendamaikan kedua belah pihak di dalam suatu perkang ditangani oleh

Dewan Hakim pengadilan itu merupakan salah satsi Reagadilan Agama, dan bila

%6 |pid. Hal. 198
57 bid. Hal. 155
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dalam perdamaian tersebut ada kata sepakat anttaa kbelah pihak maka
Pengadilan Agama dalam ruang lingkupnya hanya nkemp&an perkara tersebut
sampai tercapai perdamaian saja, dan itu menunuki@ah satu dari asas
Pengadilan Agama telah tercapai sebagaimana yeahapte dalam pasal 56 ayat (2)
Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang berbunyi atdara

(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memerdeaa memutuskan suatu perkara
yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atawakgrjelas melainkan wajib
memeriksa memutuskannya

(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam &ypttidak menutup
kemungkinan usaha penyelesaian perkara d&mai.

Lebih lanjut mengenai permasalahan perdamaian dandaproses
penyelesaian suatu perkara diatur dalam pasal&@22yyang berbunyi :

“Dalam bidang perdamaian tersebut suami istru hadaging secara pribadi

kecuali apabila salah satu pihak bertempat tingdaluar negeri, dan tidak

dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakeh kuasa hukumnya
yang secara khusus dikuasakan untuk ru”.

Dari bunyi kedua pasal tersebut di atas membergwatu pengertian dan
batasan tentang ketentuan perdamaian bagi pihak-p#ang berperkara. Sebab
perdamaian itu sendiri memang sangat layak dan ingentdimuat dalam
menyelesaikan perkara tersebut. Kalau kemungkinpayas perdamaian dapat

tercapai di dalam menyelesaikan suatu perkara gdaksanakan secara damai dan

%8 |bid. Hal. 155
%9 |bid. Hal. 159
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kekeluargaan itu telah menunjukkan bahwa untuk muskan perkara tersebut
dianggap selesai pada tahap perdamaian oleh pganrdmajlis hakim pengadilan
Agama.

Di samping itu memang di dalam acara perdata usahzk mendamaikan
oleh dewan majlis hakim Pengadilan Agama terhadap \berperkara juga diatur
dan merupakan hal yang sangat penting.

Apabila benar-benar telah tercapai perdamaian arkadua bleah pihak
dalam suatu perkara maka Dewan Hakim PengadilamAgéd dalam menunaikan
kewajibannya dan interpensi terhadap perkara tetseldlah dianggap selesai, karena
ini sangat sejalan dengan peraturan perundangaemgad yang ada tentang
perdamaian antara kedua belahpihak yang berpersapayti yang telah diatur pula
pada pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah ahuh 1975 yang berbunyi antara
lain :

“Selama masalah belum diputuskan usaha perdamaggaddilakukan pada

setiap sidang-sidang®

Di dalam peraturan pelaksanaan perundang-undamgaebtit di atas tidak
adanya menunjukkan batasan-batasan ketentuan yangatakan bahwa apabila
telah tercapainya suatu perdamaian maka dari peidantersebut dapat dibuatkan

suatu akta perdamaian yang mana fakta tersebut degraberikan kekuatan yang

%0 K. Wantjik SalehHukum Perkawinan Indonesi6alia Indonesia, Jakarta, 1986, him. 42
®! bid. Hal. 80
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sama dengan suatu putusan atau penetapan di mpatadijalankan seperti halnya
suatu putusan atau penetapan itu sendiri yang meyapkekuatan hokum tet&p.

Pengadilan Agama Menjatuhkan Putusan Pengadilanmagai dalam
operasionalnya bersikap aktif terhadap para pieakdma kepada para pihak mantan
suami yang tidak menjalankan kewajibannya ataurdakan di Pengadilan Agama,
maka Pengadilan Agama berperan aktif di dalam mesgi&kan masalah tersebut.
Pengadilan Agama berdasarkan pada undang-undand. Mghun 1974 pasal 41
bahwa hakim Pengadilan Agama dapat menetapkan &epehtan suami untuk
memberikan hak istri pada masa iddah.

Jadi berdasarkan undang-undang Perkawinan dalaah4daayat (c) Undang-
undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa Pengatigama dapat memutuskan
bahwa suami wajib memberikan biaya penghidupan peda iddah bekas istr.

Sedangkan apabila terjadi perselisihan pendaparaarguami dan istri
mengenai besar kecil jumlah nafkah ersbut maka &Blagm Agama dapat
menentukan jumlah dan wujud nafkah iddah kepadia @émana jumlah dan wujud
nafkah tersebut disesuaikan dengan kemampuan slengan tanpa memberatkan si
suami®*

Sebagaimana ditegaskan padal 41 ayat (c) Undamgagndo. 1 tahun 1974

berbunyi sebagai berikut :

°2 |bid. Hal. 43

% Ny. Soemiyati,Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawilsiéam cet. 2, Liberty,
Yogyakarta, 1986, him. 124

® Ibid. Hal. 124

44



Pengadilan Agama membantu para pencari keadilanbdaumsaha sekeras-
kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangak tencapainya peradilan yang
sederhana, cepat biayarfya.

Bunyi pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa &klam Agama
sesungguhnya bersifat membantu menyikapi terhaddfamm suami yang diajukan
istri ke pengadilan dikarenakan tidak menunaikaméj#an.

Sikap pengadilan agama terhadap perkara tersebalbhadnemberikan
putusan atau penetapan perkara tersebut. Dimargamesendirinya putusan telah
memerintahkan kepada mantan suami untuk menjalakéarajiban terhadap bekas
istri.

Untuk mengetahui bentuk putusan atau penetapanalidgny Agama secara
spesifik dapat dirujuk dari ketentuan perundangamgen pasal 57 ayat (2), pasal 59
ayat (2) pasal 60-64 Undang-undang No. 7 tahun.1989

Kemudian selain ketentuan peraturan perundang-gasanpasal-pasal
tersebut di atas maka bentuk keputusan atapun gpEmetPengadilan Agama
ditegaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal ®@abg-undang No. 7 tahun 1989
yang berbunyi :

“Penetapan dan putusan pengadilan hanya syah dampuoeyai kekuatan

hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untakim” ®°

Suatu putusan atau penetapan Pengadilan Agama gdiangah dan

mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkata mading terbuka untuk

% |pid. Hal. 125
% Moh Mahfud,op. cit, him. 155
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umum dan apabila setelah putusan perkara tersiglalit adanya cacat hukum atau
pihak lain mengajukan banding. Dengan sendirinyaulie belah pihak harus
mematuhi dan menjalankan daripada isi pokok miggutusan tersebut.

Jumlah nafkah itu sendiri dapat dimusyawarahkaarankedua belah pihak
yang berkepentingan yaitu antara suami dan istarselangsung. Bila tidak tercapai
suatu kesepakatan di dalam musyawarah maka Pemgadjama dapat pula dengan
wewenangnya menentukan besar kecilnya jumlah natieabebut berdasarkan
kemampuan suami dan tidak memberatkan kepada pihaktan suami.

Suami yang Menjalankan Kewajiban dan yang Tidak jglankan Kewajiban
pada Masa-Masa Iddah Istri yang Telah Dicerai Pdifega Agama memiliki tugas
dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan nesaykehn perkara perdata
khusus pada tingkat pertama bagi orang-orang yangghma Islam. Implikasinya
setiap orang yang beragama Islam dapat mengajukann@enuntut semua perkara
perdata khusus ke Pengadilan Agama sesuai dengaahdguridis dan kompetensi
absolut.

Salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agamehadahetapkan nafkah
iddah bagi si istri yang dicerai oleh suaminya dimgerkara tersebut merupakan
suatu rangkaian perkara perdata dari akibat teryadsuatu perceraian. Masalah ini
telah diatur dalam peraturan perundang-undangan I¥otahun 1970, Undang-
undang No. 1 tahun 1974 peraturan pemerintahar®Nahun 1975 Undang-undang
No. 14 tahun 1985 Undang-undang No. 7 tahun 1989imaes No. 1 tahun 1991

tentang pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.
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Dari peraturan perundang-undangan yang ada tersghhtmenunjukkan dan
merupakan suatu keberadaan Pengadilan Agama didsi@oitu telah sejajar dengan

lembaga pengadilan lainnya.
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BAB |11

METODE PENELITIAN

A. JenisPendlitian
Jenis penelitian yang digunakakan dalam penelitmnadalah penelitian
sosiologis atau empiris karena penelitian ini dilkean di lingkungan tertenfl,yaitu

dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang, khusasiiakim yang pernah

®’Soerdjono Soekant®enelitian Hukum Normati{Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 12.
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menyelesaikan masalah ini. Menurut Hillway (dalamkunya Introduction to
Research,, Houghton Miffin co, 1995), mengatakan bahwa peiaglit
sosiologis/empiris adalah suatu metode studi yamakukan seseorang melalui
penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadatusnasalah, sehingga diperoleh

pemecahan yang tepat terhadap permasalahan tet$ebut

Dalam penelitian ini dititik beratkan pada pembamaatas masalah-masalah
dilakukan dengan melihat hubungan timbal balik @nfaukum dengan kenyataan
sosial di dalam masyarakat yang menimbulkan alakdtat pada berbagai segi
kehidupan sosial, khususnya mengenai pelaksaanyagamsurat wasiat yang dibuat

oleh orang cacat secara fisik.

Dalam penelitian ini dititik beratkan pada pembamaatas masalah-masalah
dilakukan dengan melihat hubungan timbal balik @ntaukum dengan kenyataan
sosial di dalam masyarakat yang menimbulkan alikditat pada berbagai segi

kehidupan sosial.

B. Pendekatan Pendlitian
Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori péneli kualitatif, yaitu
kualitatif deskriptif, maksudnya bahwa dalam pdreeli kualitatif data yang
dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkara detsebut berasal dari
wawancara, norma-norma hukum, catatan lapangamnaek pribadi, catatan memo
dan dokumen resmi lainnya. Seperti yang dikatakeh Bogdan dan Taylor bahwa,

metode kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitipgang menghasilkan data

%8 J. SuprantoMetode Pemnelitian Hukum dan Statistilakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 1
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deskriptif®®

Dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara siignfaktual dan
akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertemtengenai sifat-sifat,

karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tmtu’°

Menurut Kirk dan Milter mendefiniskan bahwa penetit kualitatif adalah
tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial ysgxwara fundamental bergantung
dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasamgapun dalam

peristilahannyd?

Sedangkan menurut Abercrombie, Hill Turner mendgkan bahwa
penelitian kualitatif merupakan suatu penelitiangaicirikan oleh tujuan penelitian
yang ingin memahami gejala-gejala yang tidak mé&rkan kuantifikasi atau gejala-

gejala yang tidak memungkinkan untuk diukur setepat atau kuantitatif
1. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud sumbetad#alam penelitian
adalah subyek darimana data diperdfeBedangkan menurut Lofland yang dikutip
oleh Moleong, sumber data utama dalam penelitiaaditatif adalah kata-kata dan

tindakan dan selebihnya adalah data tambahan tiséplenmen dan lain-laif

% Lexi. J. Moleong (2002letodologi Penelitian KualitatifBandung: Remaja Rosda Karya. Hal. 3-4
0 BambangSunggonq1997)Metodologi Penelitian Hukundakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal.
36

" Lexy. J. MoleongOp. Cit,4.

2 Darsono Wisadirana (2008)etode Penelitian dan Pedoman Penulisan Skripguk/timu Sosial
(Malang: UMM Press. Hal. 11.

Suharsimi Arikunto (1998Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktelgkarta: PT. Bina
Aksara. Hal. 129.

"_exy J Moleong©p. Cit,157
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Adapun sumber data yang dipakai dalamlemeini adalah:

a) Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsurgi simber pertam3.
Data primer, yaitu data yang diperoleh secara skaplingan. Hal ini dilakukan
dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan msagk@n pertanyaan-
pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman, padanyang dilakukan kepada
pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu lkkeRengadilan Agama. Dan juga

Hakim yang mengambil putusan.

b) Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari da@mudokumen resmi,
buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujudol@m, buku harian, dan lain-laff.
Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen damndite-literatur yang berkaitan

dengan problematika yang muncul dalam masa iddah.
2. Metode Pengumpulan Data
a) Wawancara

Metode wawancara yaitu metode untuk mendapatkaa dehgan jalan
menjalankan hubungan komunikasi dengan informary yhiakukan dengaface to
face Menurut Moleong wawancara adalah percakapan demgaksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua orang pihak,uyRéwawancarglnterviewe)

"Ibid, 157
"®Soerjono Soekant@p.Cit, 12
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yang mengajukan pertanyaan dan terwawanchrr¢iewe¢ yang memberikan
jawaban atas pertanyaan itu, maksud mengadakanneavea seperti yan ditegaskan
oleh Lincoln dan Guba antara lain: mengkonstruksiengenai orang, kejadian,
organisasi, perasaan, motivasi tuntutan, kepedualéanlain-lain’’ Wawancara juga
merupakan cara untuk mendapatkan informasi dengatartya langsung kepada
responderi® Metode ini digunakan untuk memperoleh jawabanrseciur dan benar
serta keterangan-keterangan yang lengkap informemubsingan dengan obyek

penelitian.

Pada metode ini peneliti menggunakan metode wawaneestruktur dimana
pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pestapgatanyaan yang akan
diajukan’® Interview dilakukan kepada Hakim Pengadilan Agamia Malang yang

berwenang.
b) Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hali atariabel berupa
catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalatsgst® notulen rapat, lengger, agenda,
dan sebagainy® Maksud dari metode dokumentasi adalah sumberniesi berupa

bahan-bahan tertulis atau tercatlbréry researcl). Dalam metode ini peneliti

""Lexy J Moleong Op.Cit 186

8 Masri Singarimbun (2008Yletode Penelitian Survalakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. Hal. 192.
" 1bid,190.

8 SuharsimiArikunto, Ibid, 231.
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pengumpulan data yang dipelajari dari buku-bukingly majalah, media masa, dan

lain-lain &
3. Metode Pengolahan Data
a) Editing

Data-data yang didapat kemudian diteliti lagi apakiata yang diperoleh
sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan umage® berikutny® Sebelum
data yang terkumpul akan diolah, peneliti memerkesabali semua data-data yang
didapat dengan cara membacanya sekali lagi, untrkgetahui apakah data yang
diperoleh masih ada yang salah atau masih meraguakdam tahapan ini peneliti
akan memeriksa data dari segi kelengkapan jawalkafelasan penulisan,
pemahaman, konsistensi jawaban, dan kelayakan perdag, apabila peneliti
menemukan  kekurangan-kekurangan dalam  data-datasebtdr segera
memperbaikinya. Dengan cara ini diharapkan dapaimgkatkan kualitas kebaikan

data yang hendak diolah dan dianalisis.
b) Classifying

Seluruh data baik yang berasal dari wawancara, redisiedan lain-lain,
dibaca, ditelah secara mendalam, dan diklasifilkasigesuai dengan kebutulfan.

Dalam proses ini, peneliti memisahkan atau memitdbh data yang telah diedit

850erjono Soekant@p.Cit, 12
8BambangSunggonpOp.Cit, 129.
#_exy J. MoleongQp.Cit, 104-105.
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sebelumnya sesuai dengan pembagian-pembagian yarighkan dalam pemaparan

data.
c) Verifying

Tahapan selanjutnya adalah verifik@gerifying), yaitu langkah dan kegiatan
yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperotitta dan informasi dari
lapangan harus dross-checlkembali agar validitasnya dapat diakui oleh peraBc
Hal ini dilakukan dengan cara setelah data dariaf@m para informan tersebut
diklasifikasikan, maka dilakukan pengecekan keméagéir validitas data dapat diakui

serta mempermudah penulis dalam melakukan analtsa d
d) Analysing

Suatu proses kegiatan penyederhanaan data kedaatukbtertentu agar
lebih mudah dibaca dan diinterpretasiRamalam analisa ini akan digunakan teori-
teori yang relevan. Dalam hal ini peneliti akan gemalisa dan menyajikan data-data
yang diperoleh dari lapangan baik dari wawancéaa dokumentasi dalam bentuk

kata-kata atau kalimat.
e) Concluding

Merupakan penarikan hasil/kesimpulan suatu progesljtian®® Disinilah

puncak dari penelitian ini. Kegelisahan dan perahsa yang disampaikan dalam

8 Nana Sudjana dan Awal Kusumah (20P®posal Penelitian di Perguruan Tingdsandung: Sinar
Baru Algasindo. Hal. 85.

% Darsono WisadiranaQp.Cit, 101.

#0pcit. Nana Sudjana. Hal. 89.
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latar belakang akan segera mendapatkan jawababajam proses concluding ini
peneliti menyimpulkan hasil temuan-temuan dari teyzen untuk menjawab berbagai

permasalahn yang telah dipaparkan dalam rumusaalahas
f) Metode Analisis Data

Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh penelitisddanenganalisa data.
Dalam analisis data, peneliti berusaha untuk mehik@ca permasalahan yang
tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakésisadeskriptif kualitatif,
yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atausdeEtiomena dengan kata-kata
atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategomtuk memperoleh

kesimpularf’

Dalam analisis data, peneliti berusaha untuk mehieca semua
permasalahan yang ada pada rumusan masalah dengagamalisis dan
menginterpretasi data-data yang dikumpulkan, seflayq dikaji dan dibandingkan
dengan beberapa data yang dijumpai sebelumnyas sshgukur dimensi suatu
gejala sehingga dapat dianalisis secara keselurtdenni dilakukan peneliti guna

mencapai suatu hasil yang baik.

8Suharsimi ArikuntoOp. Cit, 23.
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BAB IV
ANALISISDATA
A. Problem dalam Masa | ddah

Iddah diartikan oleh sebagian ulaffiasebagai masa menunggu bagi
perempuan untuk melakukan perkawinan setelah tey@adperceraian dengan

suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengguan untuk mengetahui

8 Dikatakan sebagian, karena tidak diikuti oleh semlama.

56



keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi su#miasa menunggu inilah yang
kemudian penulis angkat untuk mengetahui probleny y&ering muncul di kalangan
masyarakat, lebih khususnya kepada istri yang megajg suaminya untuk

menjatuhkan talak.

Kemudian penulis akhirnya memberi simpulan tentpegdebatan makna
iddah, yaitu masa penantian bagi seorang peremypag ditalak suaminya, baik
talak mati atau hidup, dalam masa iddah peremperseliut tidak boleh melakukan
perkawinan sehingga masa penantiannya telah hgbedila waktu yang ditentukan

sudah habis maka perempuan tersebut boleh mergatidngan laki-laki lain.

Permasalahannya kemudian bukan lagi mengenai belapa masa
menunggu tersebut dijalani oleh istri. Tetapi, @pakekas suami selalu menjalankan
kewajibannya dalam kurun waktu iddah (menunggugetauit, yaitu segala hal yang
berkenaan dengan nafkah. Sebagaimana yang telain dégam Undang-undang No.
1 1974 pasal 41 (c), yang berbunyi : “PengadilamrAg dapat mewajibkan kepada
mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan teanuntuk menentukan suatu
kewajiban bagi mantan suanif’.

Pengadilan Agama sendiri memiliki tugas dan wewgnamuk memeriksa,
memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata kipaglsstingkat pertama bagi

orang-orang yang beragama Islam. Implikasinya geairang yang beragama Islam

8 Harun NasutionEnsiklopedi Islam(Jakarta: letar Van Hoeve, 1999), 144.
% H. Arso Armojo,Hukum Perkawinan di Indonesieet. IIl, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, him. 59

57



dapat mengajukan atau menuntut semua perkara pekiiatsus ke Pengadilan
Agama sesuai dengan daerah yuridis dan kompetessiud.

Salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agamehadahetapkan nafkah
iddah bagi si istri yang dicerai oleh suaminya dimaerkara tersebut merupakan
suatu rangkaian perkara perdata dari akibat teryadsuatu perceraian. Masalah ini
telah diatur dalam peraturan perundang-undangan I¥otahun 1970, Undang-
undang No. 1 tahun 1974 peraturan pemerintahar®Nahun 1975 Undang-undang
No. 14 tahun 1985 Undang-undang No. 7 tahun 1989imfaes No. 1 tahun 1991
tentang pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.

Namun sejauh ini, di Pengadilan Agama Kota Malafapat dikatakan tidak
pernah terjadi kasus pembangkangan suami yang satig@k menjalankan
kewajiban terhadap mantan istrinya yang tengahndal@asa menunggu. Hal ini
disampaikan oleh Bapak Munasik :

Pengadilan Agama Kota Malang setelah memutus jugaiperikan catatan-

catatan kepada suami yang tujuannya mewajibkannytuku memberikan

nafkah iddah. Besarnya nafkah iddah disesuaikamaerkemampuan suami.

Tidak ada pengawasan intens terhadap suami dalarmiegkan nafkah

iddah, karena putusan yang diberikan oleh PA mekapasuatu keharusan

yang dijalankan oleh suami. Dan sejauh ini, tidateshukan kendala atau

hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh marstaami, semisal tidak
memberikan nafkah iddah kepada istri yang dicerai.

Coba nanti setelah wawancara ini, sampean (and&®abdan pelajari lagi
KHI mas, pasal 149-160, di sana dijelaskan lengKap.

Pernyataan ini pun juga diyakinkan oleh Bapak Arifoeliau menyatakan
bahwa :

"Setelah putusan dibacakan, maka sejak saat itlnitieéng pula suami
wajib menjalankan kewajibannya kepada istri yangedainya. Meskipun

> Munasik, wawancara, (Malang, Selasa 6 Juli 2010)
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itu merupakan cerai gugat, tetapi suami tetap ditsian untuk memberi
nafkah kepada istri. Tapi bukan nafkah bathin IiMeas. Kalau nafkah
bathin, nanti rujuk donk namanya.”

"Nah, mengenai besar kecilnya nafkah iddah yangedian, selama ini
Pengadilan Agama Kota Malang tidak mau menyulitlsarami. Besar
kecilnya ditentukan dengan penghasilan dari sualtoi. pun didukung
dengan tidak ada pengajuan dari istri yang memib&saran nafkah
dengan nominal tertentu®

Mengenai jumlah nafkah iddah istri tersebut sangdatif. Bila terjadi
perselisihan mengenai jumlah, dapat dianjurkan dérerikan pengarahan oleh
Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara musghwdan kekeluargaan. Akan
tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam persnjumlah maka pengadilan agama
dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dekgyraampuan suami dan tidak
memberatkannya, dan sebaliknya diberikan pada setgiah pembacaan sighot
thalak di muka majelis hakim Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam mengatur hal ini dalam pa&&hlayat (1 dan 2) yang
berbunyi :

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istin danak-anaknya atau
bekas istrinya yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal.

Artinya, secara tegas Kompilasi Hukum Islam menkikgm bahwa
perumahan masuk ke dalam kategori dari bunyi pdaal hukum di atas untuk
mewajibkan suami menyediakan tempat kediaman Bagiselama masa iddah atau
tempat kediaman bagi istri dapat dialih artikannsummemberikan rumah yang lain

untuk ditempati istri baik selama pada masa iddahpan setelahnya. Akan tetapi

92 Arifin, wawancara, (Malang, Jum’'at 23 Juli 2010)
% Opcit. Moh. Mahfud, 199
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bila istri itu sendiri yang meninggalkan rumah yaetph ditetapkan tanpa alasan
yang pertanggung jawabkan, maka istri tersebuh tdil@nggap nusyuz.

Namun, akhirnya setelah penulis mencari data taarhghenulis menemukan
beberapa hal yang kemudian penulis anggap sebagaiapalahan yang muncul
ketika masa iddah di Pengadilan Agama Kota MalBegmasalahan tersebut adalah,
kurangnya kesadaran dan pengetahuan (keilmuan) plhak yang berperkara
terhadap permasalahan yang mereka ajukan. Yanguselga mendapatkan bagian
yang dikehendaki, tapi karena ketidakpahaman mesgkang bagaimana prosesnya,
akhirnya beberapa pengaju permasalahan menghdetdkcepat lebih baik.

Hal ini sebagaimana diungkap oleh Bapak Munasik :

“Sejatinya, kalau semua istri yang dicerai itu mengbahwa besaran nafkah
iddah juga boleh ditentukan atau diminta olehnyayss kira di Malang ini, ada
banyak istri-istri yang menginginkannya. Tapi, kasepengetahuan dan didukung
juga oleh kurangnya kesadaran mereka akan pentengmgl ini, mereka lebih
menarik diri daripada bertanya di depan Hakiff”

Intinya, adalah ketidakpahaman (tidak mengetahweymasalahan yang
didukung juga oleh kesadaran yang kurang, menyetmap&rmasalahan itu tertutupi.
Sebenarnya, dari semula memang sudah ada masktahtetapi tampak sebagai
masalah. Sehingga ketika penulis tanyakan tentargnphakim dan pengadilan
agama dalam memberi sumbangan solusi terhadap gaahan ini, bapak Munasik
kembali menjelaskan :

“Kami itu Mas, selaku Hakim kan jelas memutus sasyang tampak atau
kelihatan, tapi kami tidak boleh memutus sesuatungyalikira-kira. Kami,

memberikan solusi yang keduanya sama-sama tidakgidan, tentu saja dalam
pengamatan kami atas berkas perkara yang merekaaajtr>

%\Wawancara. Selasa, 19 Oktober 2010.
% Wawancara. Selasa, 19 Oktober 2010.
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Dari pendapat ini kemudian penulis menyimpulkamweamemang harus ada
upaya yang dilakukan oleh pihak yang mengatakamvadtal itu kurang berkenan
atau tidak layak. Peran hakim memang tidak mau oant@ngan terlalu jauh,
dikhawatirkan nanti menyalahi kaprah mereka setsmberi keadilan.

B. Upayalstri Menuntut Hak Masa | ddah

Nafkah iddah merupakan hak istri pada masa iddatkeaajiban suami pula
untuk melaksanakannya. Jadi ada timbal balik darankeduanya. Antara yang
memilki hak dan si penanggung dari kewajiban umhémberikannya. Akan tetapi,
sejauh ini pemaknaan antara hak dan kewajibanbteérsenderung tidak diketahui
secara pasti oleh masyarakat. Hingga sampai sagrang sekali, bahkan dapat
dikatakan tidak ada istri yang menuntut suami unmumberikan haknya selama
masa tunggu, padahal itu merupakan kewajiban yamgshdijalankan oleh suami.
Perihal mendasar ini tidak lepas dari peran jenjaagdidikan dari suami maupun

istri.

Mengenai jumlah nafkah iddah istri sendiri masihgsd relatif. Bila terjadi
perselisihan mengenai jumlah, dapat dianjurkan ddrerikan pengarahan oleh
Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara musghwdan kekeluargaan. Akan
tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam persnjumlah maka pengadilan agama
dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dekgyaampuan suami dan tidak
memberatkannya, dan sebaliknya diberikan padasséelah pembacaan sighat thalak

di muka Majelis Hakim Pengadilan Agama.
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Suami dapat untuk tidak melaksanakannya disebakkadstri melalaikan
kewajibannya, atau sebab yang lainnya yaitu isenhgikhlaskan suami untuk tidak
melaksanakan kewajibannya.

Ini juga yang dijelaskan oleh Bapak Arifin ketikeertyusun memberi
pertanyaan mengenai bagaimana posisi atau redkisid@dam menuntut haknya
setelah masa tunggu berlangsung, apakah merekaisamepgajukan tuntutan atau

hanya berdiam diri saja:

"Tidak ada, mas. Di sini meskipun kondisi Malanglah Kota, namun tidak
sampai seribet itu. Istri meminta cerai, ditalakell suami, putusan
dibacakan, perkara kemudian selesai. Memang adayiahg menggunakan
jasa pengacara karena dirinya sibuk, tapi sejaul loelum ada yang
mempermasalahkan mengenai tuntutan suami harus eréd@b nafkah
sekian sampai sekiar’”.

Bahkan menurut Bapak Munasik, hal tersebut malddktdipersoalkan oleh

pihak istri.

"Istri itu Iho mas kadang-kadang tidak terlalu meksa suaminya untk
memberikan nafkah. Diberi atau tidak dia tidak pedgang penting segera
cepat-cepat pisah. Selesai perkara, dan tidak mepotrrepot dengan
perkara demikian.”

"Bahkan ada yang ngomong "Anakku ya tak urus-uresadsri, Pak, kalau
memang suamiku tidak mampu untuk memberikan biaya™

Memang, dijelaskan oleh Moh. Mahfud bahwa suamiatdamtuk tidak

melaksanakannya (kewajiban member nafkah) disebaldia istri melalaikan

% Moh. Mahfud, Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalara Feukum Indonesiecet. I,
Yogyakarta Press, Yogyakarta, 1993, him. 199
% Arifin, wawancara, (Jum’at, 23 Juli 2010)
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kewajibannya, atau sebab yang lainnya, yaitu is&mgikhlaskan suami untuk tidak
melaksanakan kewajibannyA.
Ini sesuai dengan pasal 80 ayat (4 dan 7) KompHagium Islam yang
berbunyi antara lain :
3. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung
d. Nafkah, kiswah, biaya perawatan, pengobatan bagdesn anak
e. Biaya rumah tangga, biaya perawatan diri, biayaypkatan istri dan anak
f. Biaya pendidikan bagi anak
4. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti ters@ladia ayat (4) huruf (a) dan (b)
di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempamasttinya.
5. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajibanmgehadap dirinya
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b
6. Kewajiban suami yang dimaksud ayat (5) gugur apasiti nusyu?’
Dari bunyi pasal tersebut di atas tampak jelas sdapat tidak melaksanakan
kewajiban yaitu :
1. Apabila si istri benar-benar telah mengikhlaskannya
2. Apabila si istri dalam keadaan nusyuz, maka akib&ktimnya hak istri pada masa
iddah gugur dengan sendirinya baik perkara terselbldm proses pengadilan
ataupun tidak.
Akan tetapi, yang perlu diingat suatu perkara yaelg@h diputuskan di

Pengadilan Agama haruslah dipatuhi dan dijalankd®h opihak-pihak yang

% |bid. hal, 199
% Himpunan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesiompilasi Hukum Islam & Undang-
Undang RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agaditaa Media Wacana, 2008. Hal. 163
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bersangkutan, bila tidak dijalankan maka PengadAgama dapat menjatuhkan
eksekusi kepada pihak tersebut. Inipun apabilakpiieugikan mengadu kepada
Pengadilan Agama yakni tentang putusan yang dietaioleh pihak lain. Dalam
mengeksekusi pihak yang melalaikan putusan magisinin tersebut, Pengadilan
Agama dapat menarik atau meminta bantuan kepadé gépolisian.

Penyusun juga sempat bertanya tentang Bapak Anfengenai apakah
pernah ada kasus istri yang nusyuz sehingga su@ak terkewajiban untuk
memberikan nafkah selama masa iddah. Bapak Ardimudian menjawab :

"Kalau perkara itu, seingat saya belum pernah, M&§”

Sebenarnya sikap Pengadilan Agama terhadap bekasi syang tidak
menjalankan kewajibannya pada masa iddah istegaméung dari bekas isteri itu
sendiri apakah ia mengajukan perkaranya kepadaaBisg Agama atau tidak.

Sebagaimana bunyi pasal 66 ayat (5) Undang-undand dhun 1984 antara
lain :

“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anakamadkeri dan harta
bersama suami istri dapat diajukan bersama-samgadepermohonan cerai talak
ataupun ikrar talak diucapkah™

Dari bunyi pasal tersebut di atas maka dapat Hifgngertian bahwa perkara
dapat diselesikan dan menjadi hak Pengadilan Agapakah perkara tersebut

dituntutkan di Pengadilan Agama.

190 Arifin, wawancara, (Jum’at, 23 Juli 2010)
191 Moh. Mahfud, dkk.,Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum lIslam dalanta Telukum
Indonesia Ull Press, Yogyakarta, 1999, him. 159
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Jadi, selama tidak dipermasalahkan oleh pihak (gamg dalam hal ini yang
memiliki hak mendapatkan nafkah), maka tidak adaai®an pula dari Pengadilan
Agama sebagai Lembaga yang member hukum untuk nidanj atau malah
melaporkan pihak suami kepada yang berwaijib.

Bahkan, menurut Moh. Mahfud, apabila suami memasgabbenar tidak
mampu dalam masalah ekonomi maka Majelis Hakim &ditep Agama dapat
membebaskan suami dari tuntutan nafkah iddah tetrsakan tetapi perkara ini sama
sekali belum pernah terjadi dalam bentuk suatugrarperdata tentang suami tidak
mampu di dalam menunaikan kewajibannya pada mdsa igteri:®?

Pada fokus permasalahan kedua ini, penulis juga beekan pertanyaan
tambahan untuk memberi penguatan akan penelitiabaimwva permasalahan yang
mencuat semakin tampak ke permukaan. Penulis keamutiemberi pertanyaan,
ketika permasalahan diputus, dibacakan, dan dibagikepada pihak-pihak
bersangkutan, apakah ada pengawasan dari hakinpetagadilan agama terhadap
hasil putusan tersebut. Bapak munasik kemudian regrkéterangan bahwa:

“Idealnya ada. Itu kan juga ada dalam KHI, Mas. Tagi sini kita memang
tidak sampai sejauh itu. Kita yakin, selama tidataatuntutan atau pengaduan
kembali dari salah satu pihak, artinya putusan ydatah kami bacakan itu telah
dijalankan oleh kedua belah pihak dengan baf”

Upaya tuntutan memang jarang dilakukan, di satu, ssgprang istri tentu
memiliki perasaan untuk menuntut ulang mantan soganiterutama dalam

permasalahan nafkah, akan tetapi di satu sisi sels seorang mantan istri

menghendaki kecukupan yang layak bagi dirinya, daaknya jika ada. Dalam

192 pid. hal. 155
103\wawancara, Selasa 19 Oktober 2010
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Kompilasi Hukum Islam tegas dinyatakan, bahwa suaajib memberikan tempat
tinggal (rumah) selama iddah, dan nafkah (kebutunndunp).

Sebenarnya, di Pengadilan Agama Kota Malang telalakukan hal itu.
Namun, sayangnya, pengawasan dari lembaga ini neetitik dimungkinkan untuk
sampai sejauh itu. Penulis juga berkesempatan rgyekan kepada hakim bahwa,
apabila ada istri yang mau berperkara ulang atatutan di Pengadilan tentang
besaran nafkah iddah baginya, proses bagaimanakB#pnasik menjelaskan :

“Jika mau berperkara ulang, ya sama saja dengan mexh perkara baru.
Nanti pendaftarannya juga seperti semula. Akanpietpada alasan berperkara di
situ dijelaskan perihal tuntutannya. Di dalam lamgm hasil putusan yang sampean
pegang itu, juga banyak dijelaskan. Silahkan dibdea dicermati lagi. Di situ, hak
nafkah iddah benar-benar dipermasalahkan dan diketayakan bagi istri terhadap
hak nafkah iddahnya'®*

Hasil putusan yang penulis pegang juga dilampirdalam skripsi ini, yaitu
Putusan Nomor : 1537/Pdt.G/2009/PA.MIlg. Dalam hamitusan yang penulis
lampirkan, memang dijelaskan detail, begitu jughadap besaran nafkah iddah yang

diterima oleh mantan istri.

C. Penerimaan, Pemeriksaan, Putusan, dan Pelaksanaan Putusan Hak
Iddah Istri

Khusus mengenai penerimaan, pemeriksaan, putusan, pelaksanaan
putusan hak iddah istri ini dijelaskan sepenuhngiard Kompilasi Hukum Islam.
Pada bagian ini penyusun lebih konsen menjadi peaggang langsung observasi
ke Pengadilan Agama untuk mencocokkan antara apg ditulis dalam KHI (teks)

kepada yang ada di kenyataannya (PA).

104\wawancara, selasa 19 Oktober 2010.
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Mengenai penerimaan, pemeriksaan, putusan, dakspel@an putusan hak

iddah gugat cerai ini dijelaskan dalam Kompilaskhim Islam, yitu :
Pasal 132

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasgagla Pengadilan Agama,
yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal gegat kecuali istri
meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izmisua

(2) Dalam hal gugatan bertempat kediaman di luar ned@@iua Pengadilan
Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada erquajalui Perwakilan

Republik Indonesia setempat.
Pasal 133

(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalaah 38 huruf B'%° dapat
diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitungksergugat meninggalkan
rumabh.

(2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatat@an menunjukkan sikap

tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.
Pasal 134

Gugatan perceraian karena tersebut dalam pasaiutti6f°° dapat diterima

apaila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama eraigsebab-sebab perselisihan

195 KHI pasal 116 bagian b berisi : salah satu pilaétk $elama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin
pihak lain dan tanpa alas an yang sah atau kaaddaih di luar kemampuannya.

198 KHI pasal 116 bagian f berisi : antara suami dstni terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup fakidalam rumah tangga.
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dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihakrga serta orang-orang yang

dekat dengan suami-istri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendakainho penjara 5 (lima)
tahun atau hukuman lebih berat sebagai dimakstandphsal 116 huruf €’ maka
untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bpkinggugat cukup
menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang mekaurtuperkara disertai
keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu le&ahpunyai kekuatan hukum

yang tetap.
Pasal 136

(1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas lp@naro penggugat atau
tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang nmundjkmbulkan,
Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istrebersuntuk tidak tinggal
dalam satu rumabh.

(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, ata®ipenan penggugat atau
tergugat, Pengadilan Agama dapat
a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin tenpehdnya barang-

barang yang menjadi hak bersama suami istri ataangebarang yang

menjadi hak suami atau barang-barag yang menj&dstra

197 KHI pasal 116 bagian c berisi : salah satu pihakdapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang membahayakan pihak yang lain.
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Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami ataunigninggal sebelum adanya

putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan pencétaia
Pasal 138

(1) Setiap kali sidang Pengadilan Agama yang memergkggtan perceraian,
baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa meteka dipanggil untuk
menghadiri sidang tersebut.

(2) Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimanabigrsgalam ayat (1)
dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketuagaditan Agama.

(3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersaagkuApabila yang
bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disakam melalui Lurah atau
yang sederajat.

(4) Panggilan sebagai tersebut dalam ayat (1) dilakukandisampaikan secara
patut dan sudah diterima oleh penggugat maupundatgtau kuasa mereka
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidangkdib

(5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan sakuaat gugatan.
Pasal 139

(1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas ataguigat tidak mempunyai
tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukamgaercara menempelkan

gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama d
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mengumumkannya melalui satu atau beberapa surar kedhu mass media
lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-suradrkatau mass media
tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kadigdn tenggang waktu satu
bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagairdemaksud pada ayat 2
(dua) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kuoyarf)(tiga) bulan.

(4) Dalam hal yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalan(2) dan tergugat
atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diteriamgpa hadirnya tergugat,

kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tida&lasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimasel (32 ayat (2),

panggilan disampaikan melalui Perwakilan Repubidohesia setempat.

Pasal 141

(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Haklambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas gtagatan perceraian.

(2) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraringiperhatikan waktu
pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut g@ehggugat maupun
tergugat atau kuasa mereka.

(3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti dakasal 116 huruf b,

sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkkurasegy-kurangnya 6
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(enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya guggtarceraian pada

Kepaniteraan Pengadilan Agama.
Pasal 142

(1) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, sstrddatang sendiri atau
mewakilkan kepada kuasanya.
(2) Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepeyan pemeriksaan

Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan uradk kendiri.
Pasal 146

(1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan datkng terbuka.
(2) Suatu perceraian dianggap terjadi berserta aklbbstya terhitung sejak
jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah meyapiekuatan hukum

yang tetap.

Setelah penyusun sampaikan kepada Bapak Arifinyapg tertuang dalam
KHI, Bapak Arifin memberi penjelasan bahwa apa yamgreka jalankan sebagai

Hakim tidak melenceng dengan apa yang telah tegtdatam KHI.

"Sama saja mas dengan proses ketika suami yangangmn cerai. Tidak
ada perbedaan yang mendasar. Setelah perkara dlitermaka kami selaku
Hakim memeriksa untuk mempelajari perkara yang ikagan nantinya akan
menentukan apakah perkara ini dapat diputus atdatikan.”®

Fokus masalah yang ketiga ini memang tidak khasyeahatilakukan di
Pengadilan Agama Kota Malang saja, akan tetapi tdagetakan di seluruh
Indonesia memang memakai sistem yang demkian. A&api, bagi penulis hal ini

108 Arifin, wawancara, (Jum’at, 23 Juli 2010)
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perlu dihadirkan untuk benar-benar menanyakan dpédled tersebut benar-benar
dijalankan oleh Pengadilan Agama Kota Malang, dagaj dapat memberi
kelengkapan dalam melakukan pembacaan  terhadap psiskri ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rumusan permasalahan yang merupakan central pesaaskripsi ini dapat
disimpulkan.
1. Problem yang Muncul dalam Masa lddah
Tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah meaatapkah iddah

bagi si istri yang dicerai oleh suaminya dimanakaex tersebut
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merupakan suatu rangkaian perkara perdata daratateéiadinya suatu
perceraian. Masalah ini telah diatur dalam peratyperundang-undangan
No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 1 tahun 19@datpran
pemerintahan No. 9 tahun 1975 Undang-undang Noitahd4n 1985
Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan inpres No. antd®91 tentang
pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.

Pendidikan masyarakat dan kurang pemahaman mesdiadap hak dan
kewajiban suami istri dalam masa iddah memberikdaps maklum
apabila suami tidak diminta untuk memberikan nafkapada istri.
Mengenai hal ini pula, Pengadilan Agama yang ddiamni Hakim lebih
sering langsung memberikan putusan dan mengattet gderdalamnya
mengenai besaran biaya yang ditanggung oleh suang gigugat oleh
istrinya. Problemnya adalah tidak ada pemahamanpdek berperkara,
dan upaya untuk memahamkan kedua belah pihak adatngnya hak
nafkah iddah.

. Upaya Istri Menuntut Hak dalam Masa lddah

Nafkah iddah merupakan hak istri pada masa iddahkdevajiban suami
pula untuk melaksanakannya. Jadi ada timbal baliantara keduanya.
Antara yang memilki hak dan si penanggung dari ké&aa untuk
memberikannya. Akan tetapi, sejauh ini pemaknaataranhak dan
kewajiban tersebut cenderung tidak diketahui secaesti oleh
masyarakat. Hingga sampai saat ini jarang sekalfikdén dapat dikatakan

tidak ada istri yang menuntut suami untuk memberikaknya selama
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masa tunggu, padahal itu merupakan kewajiban yamgshdijalankan
oleh suami. Perihal mendasar ini tidak lepas denap jenjang pendidikan

dari suami maupun istri.

Berdasarkan hasil wawancara yang penyusun lakgkemi dibebankan
sesuai dengan besaran penghasilan yang ia dap#ikaniperkenankan
untuk memberikan tuntutan apabila kemudian hari emarkan sesuatu
yang tidak sesuai yang dijelaskan oleh Pengaddtay apabila putusan
yang telah dibacakan tidak dijalankan oleh sal&in gidak.

3. Proses Penerimaan, Pemeriksaan, Putusan, dan delaksPutusan Hak
Iddah bagi Istri
Proses penerimaan, pemeriksaan, putusan, dan gedaks putusan hak
iddah bagi istri yang melakukan gugatan perceréidek jauh berbeda
dengan proses sebagaiman suami melakukan cetai $adégpapun berhak
untuk mengajukan berkas perkara ke Pengadilan Agélamun, tetap
melihat dan mematuhi apa yang telah diatur dala@tpen yang berlaku,
baik Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Hendaknya masalah hak dan kewajiban suami istra padsa iddah
mendapat perhatian dari instansi terkait terutasmabbga Pengadilan
Agama. Karena banyak suami istri yang mengajukayaigun perceraian
tidak mengetahui hak dan kewajiban masing-masingkayl sebaiknya

harus diadakan penyuluhan-penyuluhan kepada phek-pihak terkait
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tentang Undang-Undang Perkawinan dan aturan-atlaemmya, KHI
contohnya.

. Agar pemerintah, DPR dalam hal ini membuat suatatpean perundang-
undangan yang mewajibkan kepada setiap pelaku naganesuami istri
(baik cerai talak/cerai gugat), untuk menjalankawdjiban-kewajiban
suami istri pada masa iddah agar tidak ada pihag yeerasa dirugikan.

. Dasar hukum putusan hendaknya dilengkapi. Hal imuki menghindari
adanya rasa ketidakpuasan dari kedua belah pihak yarperkara. Serta
hakim jangan sampai dipengaruhi oleh keadaan mgiissiya dan
senantiasa memperhatikan manfaat serta madhoingbatia putusan atau

penetapan.
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PROFIL PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG

o

— e v
e o
R r s L e

Pengadilan Agama Malang terletak di jalan Raderi Bamoso No. 1 Kelurahan Polowijen
Kecamatan Blimbing Kota Malang Tel/Fax (0341) 49.8&ngan kedudukan antara 705’ — 802’
LS dan 1126’ — 127’ BT, sedang batas wilayah adsédtagai berikut :

Sebelah Utara : Kec. Singosari dan Kecamatan Pakis
Sebelah Timur : Kec. Pakis dan Kecamatan Tumpang
Sebelah Selatan : Kecamatan Ta inan dan Kecamakasal
Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Pengadilan Agama Malang terletak di keketinggiad g&@mpai 667 meter diatas permukaan laut
sehingga berhawa dingin

Di Kota Malang terdapat 5 Kecamatan yaitu :
1. Kecamatan Kedungkandang

2. Kecamatan Klojen

3. Kecamatan Blimbing

4. Kecamatan Lowokwaru

5. Kecamatan Sukun

Kantor Pengadilan Agama Malang di JI. Raden Panmp$ di bangun dengan anggaran DIPA

tahun 1984 dan mulai di tempati tahun 1985 tegg@dubahan yuridiksi berdasarkan keppres No.

25 tahun 1996 adanya pemisahan wilayah yakni debgatirinya Pengadilan Agama
Kabupaten Malang yang mewilayahi Kabupaten MalakgtAmadya Malang.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

\RY

RAL LIBR;

CENT



Sebagai aset negara Pengadilan Agama Malang meti¢amaa seluas 1.448%dengan luas
bangunan 844

yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung gemg sidang, ruang tunggu, ruang
pendaftaran perkara, dan ruang arsip.

Adapun pembangunan gedung Pengadilan Agama Makargyberlokasi di Jalan Raden Paniji
Suroso dimulai tahun 1984 dan diresmikan penggumngapada tanggal 25 September 1985
bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1406 H damaetu telah mengalami perbaikan-
perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005 barklan DIPA Mahkamah Agung Rl Nomor :
005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 ReMsmor : S-1441/PB/2008 tanggal 5
April 2005. Pengadilan Agama Malang mendapatkam dahabilitasi gedung yang digunakan
untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi 2 laydag dipergunakan untuk ruang Ketua,
ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang Paniterakir&aris, ruang panitera Pengganti, ruang
Pejabat Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan.

Visi dan Misi Peradilan Agama Malang

Vis : Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan aeeabat / terhormat dalam
menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenp&edartiban dan kepastian hukum yang
mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Misi :

1. Menerima perkara dengan tertib dan mengatasiladmmbatan atau rintangan sehingga
tercapai pelayanan penerimaan perkara secaradapétpat sebagai bentuk pelayanan prima.
2. Memeriksa perkara dengan seksama dan sejawajaetyngga tercapai persidangan yang
sederhana, cepat dan dengan biaya ringan.

3. Memutuskan perkara dengan tepat dan benar gghitegycapai putusan/penetapan yang
memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakanmertdberikan kepastian hukum.

Disamping visi dan Misi tersebut diatas secara urjuga mengacu pada Visi dan Misi
Mahkamah Agung RI.

Visi :

Mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiyang mandiri, efektif, efisien
serta mendapat kepercayaan Publik, professionairdadlemberi pelayanan hukum yang
berkualitas., etis, terjangkau dan biaya rendaliagyarakat serta mampu menjawab
panggilan pelayanan public.

Misi :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undadgnagndan Peraturan serta keadilan
masyarakat;

2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independan campur tangan pihak lain;

3. Memperbaiki kualitas input internal pada prd3egadilan.

4. Memperbaiki kualitas input internal pada prd3egadilan.

5. Mewujudkan institusi Peradilan yang efektif sedn, bermartabat dan dihormati.

6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandak memihak dan transparan.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Munasik
1. Problematika apa saja yang sering muncul dalam iddaa?

Tidak ada. Yang datang itu sudah memang menghendak bercerali, jadi tidak ada

permasalahan.
2. Upaya apa saja yang dilakukan istri untuk menumitnhya dalam masa iddah?

PA memberikan putusan yang isinya mewajibkan suartuk memberi nafkah kepada
istri selama kurun waktu yang ditentukan. Selamaidiak ada tuntutan yang dilakukan

oleh pihak istri maupun dari pihak suami.

3. Bagaimana proses penerimaan, pemeriksaan, putusan peélaksanaan putusan

sehubungan hak iddah bagi istri?

A. Pak Munasik

1. Bagaimana hakim menangani perkara cerai talak/geigat disaat setelah putusan

tentang kewajiban suami di masa iddah?\

Pengadilan Agama Kota Malang setelah memutus juganlberikan catatan-catatan
kepada suami yang tujuannya mewajibkannya untuk beekan nafkah iddah.
Besarnya nafkah iddah disesuaikan dengan kemampsaami. Tidak ada
pengawasan intens terhadap suami dalam memberi&ficaim iddah, karena putusan
yang diberikan oleh PA merupakan suatu keharusag ylijalankan oleh suami. Dan
sejauh ini, tidak ditemukan kendala atau hal-hahganenyimpang yang dilakukan

oleh mantan suami, semisal tidak memberikan nafkddh kepada istri yang dicerai.
"Coba anda buka KHI mas, pasal 149-160, di sandatij@n lengkap”

2. Lalu bagaimana dengan istri dalam posisi itu, tkddk mereka menemukan

kendala soal hak-hak mereka di masa iddah?



"Istri itu lho mas kadang-kadang tidak terlalu meksa suaminya untk
memberikan nafkah. Diberi atau tidak dia tidak pedeang penting segera cepat-
cepat pisah. Selesai perkara, dan tidak mau repptt dengan perkara

demikian.”

"Bahkan ada yang ngomong "Anakku ya tak urus-urendiri, Pak, kalau

LEEE)

memang suamiku tidak mampu untuk memberikan biaya
B. Pak Arifin

1. Bagaimana hakim menangani perkara cerai talak/geigat disaat setelah putusan

tentang kewajiban suami di masa iddah?

"Setelah putusan dibacakan, maka sejak saat itthiteng pula suami wajib
menjalankan kewajibannya kepada istri yang diceyainMeskipun itu merupakan
cerai gugat, tetapi suami tetap diharuskan untukmioeri nafkah kepada istri. Tapi

bukan nafkah bathin Iho, Mas. Kalau nafkah bathimti rujuk donk namanya.”

"Nah, mengenai besar kecilnya nafkah iddah yangdkan, selama ini Pengadilan
Agama Kota Malang tidak mau menyulitkan suami. B&sailnya ditentukan dengan
penghasilan dari suami. Itu pun didukung dengaakidda pengajuan dari istri yang

meminta besaran nafkah dengan nominal tertentu”.

2. Lalu bagaimana dengan istri dalam posisi itu, tkddk mereka menemukan

kendala soal hak-hak mereka di masa iddah?

"Tidak ada, mas. Di sini meskipun kondisi Malangdalh Kota, namun tidak
sampai seribet itu. Istri meminta cerai, ditalakelol suami, putusan dibacakan,
perkara kemudian selesai. Memang ada istri yangggenakan jasa pengacara
karena dirinya sibuk, tapi sejauh ini belum ada gamempermasalahkan

mengenai tuntutan suami harus memberikan nafkalarsslRmpai sekian”.



3. Dalam KHI dinyatakan suami wajib memberi nafkadaskah, dan kiswah kepada bekas istri
selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri wijakuhi talak ba’in atau nusyuz, dan dalam
keadaan tidak hamil. Nah, Pak, selama Bapak memja#tim di sini, Bapak pernah tidak

memutus perkara cerai yang istrinya nusyuz?
"Kalau perkara itu, seingat saya belum pernah, Mas”

4. Bagaimana proses penerimaan, pemeriksaan, pyutlesa pelaksanaan putusan hak iddah istri

yang melakukan gugat cerai di PA Kota Malang?

"Sama saja mas dengan proses ketika suami yanggajgtan cerai. Tidak ada
perbedaan yang mendasar. Setelah perkara ditenmaka kami selaku Hakim memeriksa untuk
mempelajari perkara yang masuk, dan nantinya akamentukan apakah perkara ini dapat

diputus atau dibatalkan.”



Gb.1: Wawancara dengan Bapak Munasik
di Kantor Pengadilan Agama (PA) Kota Malang

Gb. 3: Wawancara dengan Bapak Arifin di Kantor Relilgn
Agama (PA) Kota Malang
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